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“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
manusia ialah menundukan diri sendiri” 
(Ibu Kartini) 
 
 ﻦْﻳِﺮِﺑﺎﱠﺼﻟا َﻊَﻣ َﷲا ﱠنِإ ِةَﻼﱠﺼﻟا َو ِﺮْﺒﱠﺼﻟﺎِﺑ اْﻮُﻨْﻴِﻌَﺘْﺳا اﻮُﻨَﻣﺁ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬﱡﻳَأ ﺎَﻳ 
 “Hai orang- orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al- Baqarah: ayat 153) 
 
“Bukan keadaan, tetapi perjuangan dan pengorbanan yang menjadi kunci 
kesuksesan” 
“Salah satu hal tersulit dalam hidup adalah tetap menjadi dirimu sendiri ketika 
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Karya ini kupersembahkan untuk :  
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  Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peranan kepala desa 
dalam memberdayaan masyarakat Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten 
Sleman; (2) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat Desa 
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. 
  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala desa, kabag umum, kabag 
kemasyarakatan, ketua PKK, ketua karang taruna, ketua BPD, kepala dusun, 
tokoh masyarakat, dan masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan display data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. 
Keabsahan data menggunakan tringulasi teknik/ metode, sumber data dan waktu. 
  Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Peranan Kepala Desa dalam 
pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung adalah pemberdayaan masyarakat 
di dalam pembangunan prasarana fisik dan prasarana non fisik, dengan indikator 
peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan peranan kepala desa dalam 
koordinasi pembangunan secara partisipasif yang meliputi bidang ekonomi, 
kesehatan, sosial, dan politik. Sasaran pemberdayaan masyarakat mengarah pada 
pembinaan generasi muda dan perbaikan ibu hamil dan balita. (2) Faktor-faktor 
yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terdiri 
dari  faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung peranan kepala 
desa adalah keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat peranan 
kepala desa adalah kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan fasilitas atau 
peralatan. Pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala desa  dengan 
konsep kesadaran dan kemauan masyarakat melalaui koordinasi secara partisipasif 
dari masyarakat sehingga peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat 
berjalan efektif.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah 
memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan. 
Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa 
desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. 
Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan 
bangsa dan negara Indonesia. 
Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung 
dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam 
pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Desa sebagai 
unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir 
semua instansi pemerintah. Kegagalan program ditingkat desa akan membawa 
dampak bagi kegagalan program pemerintahan diatasnya juga.  
Dalam rangka menciptakan good governance disuatu Negara 
hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta 
maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari 
kekuasannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat 
mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan.  
Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan 
kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat 
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miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk membangun, serta 
meningkatkan daya masyarakat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk 
membangun. Masyarakat miskin memiliki cirri ketidakberdayaan secara 
ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Secara ekonomi jelas masyarakat miskin 
berada dibatas atau dibawah ambang kemampuan materiil untuk mencukupi 
kebutuhan hidup minimal yang diperlukan sebagai manusia wajar. 
Kemiskinan sosial, tampak nyata bahwa masyarakat miskin memiliki banyak 
keterbatasan di lingkungan sosialnya, baik untuk melakukan sosialisasi, 
interaksi secara vertikal bahkan untuk menjalin jaringan keluar dari 
lungkungannya. Secara kultural masyarakat miskin biasanya mendapatkan 
perlakuan yang tidak setara dan dipandang paling bawah dalam segmentasi 
atau struktur sosial.  Secara politis masyarakat miskin tidak memiliki peluang 
untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan-kebijakan yang di berlakukan 
diwilayahnya, bahkan kebijakan yang mengintervensi di banyak segi 
kehidupan mereka sekalipun.  
Pada tahun 1990, sebanyak 27,2 juta penduduk Indonesia adalah 
tergolong miskin. Oleh karena itu, inisiatif pemerintah untuk mengentaskan 
penduduk miskin yang jumlahnya masih relatif besar tersebut adalah relevan. 
Inisiatif ini dituangkan dalam instruksi Presiden (INPRES) tentang 
peningkatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan 
nama INPRES Desa Tertinggal atau IDT.  
Masih banyak masalah-masalah yang perlu di benahi , terlebih-lebih 
yang menyangkut pembangunan dipedesaan yakni : 
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1. Kemiskinan Pedesaan 
Kemiskinan Pedesaan (rural poverty), merupakan salah satu topik 
pokok yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan pertanian 
dan pedesaan, terlebih di negara-negara sedang berkembang yang sebagian 
besar penduduknya tinggal didaerah pedesaan, yang umumnya dalam 
belenggu kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya. 
2.   Kesempatan Kerja 
Kiranya tidak dapat dibantah lagi bahwa kesempatan kerja 
merupakan masalah penting. Pertambahan angkatan kerja yang cepat pun 
membawa dampak bagi pengangguran. Dalam kaitan ini, sektor pedesaan 
dengan sifat ekonominya yang belum terlalu komersial finansial dapat 
dihadapkan mampu mengurangi beban ledakan tersebut dengan 
menampung sebagian pencari kerja. Urbanisasi misalnya, merupakan 
dampak negatif terjadinya ledakan angkatan kerja dipedesan. Daya serap 
perekonomian desa memang terbatas. Dengan terbatasnya kesempatan 
kerja dipedesaan, ditambah meningkatnya mobilitas penduduk, mendorong 
terjadinya proses urbanisasi tersebut. Implikasinya salah satu yang jelas, 
apabila sektor pedesaan dan pertanian diharapkan mampu menyerap 
sebagian besar angkatan kerja adalah adanya keharusan pemerintah untuk 
menambah basis ekonomi desa. 
3.   Sifat Hubungan Impersonal 
Proses pembangunan dengan segala aspek kemurniannya, telah 
membawa sifat hubungan ekonomi dan sosial yang semula bersifat 
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informal non-komersial menjadi formal komersial. Transaksi yang semula 
dilakukan secara barter menjadi bercorak financial. Hubungan ekonomi 
yang demikian itu pada akhirnya memerlukan penyesuaian dalam 
kehidupan ekonomi seharihari, pada akhirnya secara cermat mengikatkan 
diri pada bentuk ikatan hubungan yang semakin kompleks. Lebih pasti hak 
dan kewajibannya, menuju ke sifat hubungan impersonal. Implikasi dari 
makna formal komersialnya hubungan ekonomi di pedesaan, dan yang 
sekaligus merupakan tantangan pembangunan adalah bagaimana 
mempersiapkan para petani dalam menghadapi transaksi yang impersonal 
tadi. Barang kali pendidikan dan penyuluhan mengenai ekonomi kerumah 
tanggaan, keuangan, dan sejenisnya merupakan beberapa bentuk alternatif 
usaha yang perlu dipikirkan. 
4.   Intervensi Kebijakan Pemerintah 
Pada intinya basis bagi pelaksanaan pembangunan pedesaan 
meliputi dua hal. Yang pertama, sumberdaya alam yang tersedia, dan yang 
kedua sumberdaya manusia yang akan memanfaatkan sumber daya alam 
tersebut. Sumber daya alam memberikan basis ekonomi yang nantinya 
dapat diolah dan dikembangkan. Sumberdaya manusia tentunya akan 
mempengaruhi cara dan intensitas pemanfaatan sumber daya alam yang 
tersedia tadi. Kedua sumberdaya ini tentunya kondisinya tidak sama antar 
daerah dan tidak selamanya mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan 
manusia secara terus-menerus. Karena itulah kiranya perlunya dilakukan 
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intervensi kebijakan pemerintah, baik yang ditujukan kepada sumber daya 
alamnya maupun manusianya. 
Proses pembangunan memang membawa konsekuensi-konsekuensi 
tertentu bagi sektor pedesaan. Konsekuensi demikian ini dapat dipandang 
sebagai problem sekaligus tantangan pembangunan pedesaan terlebih sekarang 
ini untuk memasuki pasar bebas. Tantangan-tantangan itu pasti akan selalu 
berubah, baik dilihat dari segi intensitasnya maupun dimensi masalahnya yang 
kesemuanya perlu dicarikan jalan keluarnya. Bagaimanapun juga usaha 
pemerintah akan sia-sia dalam pelaksanaan pencapaian tujuan, tanpa 
kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah dalam usaha peningkatan sosial ekonomi masyarakat tersebut 
karena hal itu merupakan hal yang paling penting. Hal ini sesuai dengan 
pendapat yang menyatakan : 
“Mekanisme pembangunan desa adalah merupakan kerjasama yang serasi 
antara kegiatan pemerintah di lain pihak dan pertisipasi masyarakat dipihak 
lain. Bahkan pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri 
sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan 
pengawasan yang terarah, terkoordinasi agar dapat ditingkatkan kemampuan 
masyarakat dalam usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanya” 
(Suryadi, 1978: 78) 
 
Tersendat-sendatnya pembangunan desa antara lain disebabkan oleh 
beberapa hal diantaranya adalah : 
1. Masih terdapat desa-desa yang terpencil dan atau terisolasi dari pusat-pusat 
pembangunan. 
2. Jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang, yaitu ada desa yang berpenduduk 
terlalu padat  dengan jumlah tenaga kerja yang melebihi daya tampung 
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desa dan ada pula yang berpenduduk terlalu sedikit dibanding dengan 
potensi yang tersedia didesa, sehingga kekurangan tenaga kerja dalam 
pengolahan potensi tersebut. 
3.  Pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lainnya yang dibentuk belum 
dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
4. Lembaga yang dapat menggerakkan partisipasi masyarakat seperti lembaga 
Permusyawaratan Masyarakat Desa (LPMD), Lembaga Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Koperasi Unit Desa (KUD), dan Karang 
Taruna belum berkembang seperti yang diharapkan. 
5. Tingkat kesadaran dan ketrampilan penduduk masih belum memadai, 
menyebabkan produktivitas dan pendapatan masyarakat yang rendah.  
Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya 
pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang 
memadai dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi, dengan kondisi sosial 
ekonomi yang baik masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi 
dalam penyediaan prasarana di lingkungannya. Namun pada kenyataannya 
kemampuan pemerintah dalam menyediakan prasarana terbatas, sedang 
partisipasi masyarakat tidak muncul dengan sendirinya, perlu terus-menerus 
didorong melalui suatu komunikasi pembangunan. Dalam arti peran 
pemerintah dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana secara langsung 
semakin lama harus semakin dikurangi dan digantikan perannya sehingga 
dapat merangsang dan mengarahkan peran organisasi non pemerintah dan 
masyarakat dalam partisipasi pembangunan. Dalam hal ini penekanan dalam 
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hal kemandirian (selfhelp), maksudnya ialah masyarakat itu yang mengelola 
dan mengorganisasikan sumber-sumber lokal baik yang bersifat materil, 
pikiran, maupun tenaga (Slamet, 1994:6). 
Model pembangunan yang partisipatif, dikemukakan bahwa suatu 
proyek atau program dapat digolongkan ke dalam model pembangunan 
partisipatif apabila program tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat yang 
bersangkutan, bukan oleh aparat pemerintah (Sumodiningrat, 1999:223). 
Untuk menumbuh kembangkan partisipasi dalam pembangunan yang 
memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat, perlu dipikirkan tipe-
tipe fasilitas tertentu yang bukan saja mampu meningkatkan partisipasi itu 
sendiri tetapi juga mampu meningkatkan kemadirian masyarakat (Sukarjo, 
2006: 2). 
Dalam era pembangunan saat ini khususnya pembangunan untuk 
masyarakat pedesaan, banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang harus 
dihadapi oleh masyarakat desa, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan 
masyarakat sangat kompleks. Hal itu dapat dilihat dari mayoritas tingkat 
pendidikan yang cenderung masih relatif rendah, tingkat perekonomian yang 
tergolong miskin, begitu juga pengetahuan yang masih relatif sedikit, yang 
kemungkinan besar tidak mau begitu saja menerima berbagai inovasi, 
gagasan-gagasan dan ide-ide baru dari pembangunan yang disampaikan 
kepadanya.  
Desa sebagai unit pemerintah daerah paling bawah merupakan instansi 
yang secara langsung melayani masyarakat yang dituntut untuk memberikan 
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pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk lebih professional 
di dalam memberikan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Kepala Desa sebagai aparat Pemerintah selaku Abdi Negara dan masyarakat, 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut 
kepentingan umum. 
Pemerintah desa sebagai organisasi pemerintah terendah, merupakan 
sebuah wadah kerjasama Kepala Desa dan Perangkatnya untuk melaksanakan 
urusan dekonsentrasi, desentralisasi, tugas bantuan dan tugas-tugas pokok 
sebagaimana sesuai dengan rencana pembangunan desa. Dengan demikian, 
dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi 
pemerintah desa terdapat unsur-unsur yang tidak berfungsi, maka akan 
mempengaruhi kapasitas dan efektifitas kerja organisasi pemerintah desa.  
Didalam struktur organisasi pemerintah berdasarkan UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, Pemerintah desa merupakan 
tingkat pemerintahan wilayah yang terendah sebagai ujung tombak 
pelaksanaan asas ekonomi. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pokok-Pokok Pemerintah Daerah menetapkan bahwa desa sebagai satu 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan Berada 
dalam Kabupaten.  
Kemajuan bangsa dan Negara serta kesejahteraan masyarakat adalah 
merupakan tanggung jawab dari segala pihak, baik pemerintah maupun 
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masyarakat secara keseluruhan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat tidak 
mungkin bisa dicapai tanpa disertai usaha-usaha pembangunan disegala sektor 
dan disegala bidang kehidupan masyarakat. Laju dari pertumbuhan nasional 
Indonesia menghendaki adanya keseimbangan pembangunan antara sektor 
kota dan sektor pedesaan, menurut Muljanto Tjokrowinoto sebagai berikut : 
“Tempo dari pembangunan nasional Indonesia menghendaki adanya 
keseimbangan antara sektor kota dan sektor pedesaan. Pembangunan lima 
tahun telah menggariskan bahwa sektor pedesaan merupakan kebulatan yang 
tidak terpisahkan dengan sektor perkotaan dalam rangka pembangunan 
regional dengan kata lain pembangunan pedesaan merupakan determinan 
struktural dari pembangunan nasional”. 
 
Dari pendapat diatas maka jelaslah bahwa pembangunan disektor kota 
dan sektor pedesaan merupakan suatu kebulatan yang tidak dapat terpisahkan. 
Kalau kita amati secara mendalam, maka pembangunan di Indonesia sampai 
dewasa ini masih sedikit dinikmati oleh masyarakat pedesaan bila 
dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Sektor perkotaan dengan sektor 
industri yang maju begitu pesat, pembangunan gedung-gedung, pabrik-pabrik 
dan perumahan-perumahan yang semuanya membutuhkan lahan sehingga area 
pertanian semakin berkurang, sedangkan masyarakat desa belum mampu 
mengejar kemajuan disektor kota.  
Oleh karena itu didalam membangun masyarakat desa terutama dalam 
bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal 
ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, 
pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk 
menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam 
rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, 
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memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk 
mencapai tingkat hidup yang lebih baik. Seorang kepala desa sebagai 
administrator , maka dalam perannya harus bisa menjadi sumber inovasi bagi 
pembinaan gagasan dan strategi yang menunjang pembaharuan dan 
pembangunan.  
Pembangunan pedesaan mencakup proses modernisasi untuk 
mengubah sikap dan pola pikir yang justru malah mendorong pembangunan. 
Karena itu, sehubungan dengan adanya usaha-usaha kearah modernisasi dan 
peningkatan dari keadaan sosial ekonomi yang dilakukan, baik pemerintah 
maupun dari usaha masyarakat yang bersangkutan, janganlah hanya 
merupakan bentuk lahiriah masyarakat desa saja, akan tetapi hendaknya 
mampu merubah kepribadian warga desa terhadap sikap mental. Dalam proses 
pembangunan disamping mengejar pencapaian dalam bentuk lahiriah, juga 
diutamakan mengubah sikap mental, pola pikir masyarakat desa agar lebih 
maju, kreatif dan dinamis. Hal ini tidak mungkin tercapai apabila tidak disertai 
dengan sikap keterbukaan masyarakat untuk melaksanakan ide-ide dan 
gagasan dari pembangunan tidak disertai peran serta masyarakat, maka justru 
pembangunan tersebut akan menciptakan bentuk ketergantungan baru. Semula 
masyarakat tergantung pada anggapan-anggapan dan cara-cara hidup yang 
masih tradisional, kemudian dengan penerapan berbagai program dan bantuan 
pembangunan dari anjuran pemerintah apabila tidak diikuti peran aktif dari 
masyarakat, maka masyarakat akan menjadi tergantung pada pemerintah.  
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Keadaan demikian ini sulit diharapkan timbulnya swadaya dari 
masyarakat itu sendiri. Barang kali pemerintah telah mengetahui keadaan 
masyarakat seperti tersebut diatas, bahwa masyarakat desa banyak yang 
kurang mampu dalam perekonomian atau dalam kata lain masyarakat miskin, 
kurang pendidikannya, ataupun kurang pengetahuannya, sehingga pemerintah 
baik dengan intruksi-insturksi maupun dengan berbagai kebijakan untuk 
mengentaskan kemiskinan, mendirikan gedung-gedung sekolah, dan 
melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat desa.  
Pentingnya seorang pemimpin yang baik masyarakat desa pun telah 
diketahui oleh pemerintah, sehingga pemerintah membina, membimbing dan 
memberi penataran-penataran kepada pamong-pamong desa dan kepada 
pengurus-pengurus organisasi desa yang lainnya dengan tujuan meningkatkan 
taraf hidup perekonomian masyarakat, meningkatkan mutu dan kualitas 
pengetahuan dan pendidikan mayarakat desa, dan sekaligus dapat digunakan 
sebagai cara untuk memperbaiki seorang kepala desa.  
Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam 
memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan desa. Inti dari 
pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih 
berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan 
kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga 
sekaligus meningkatkan kamampuan ekonomi nasional. Adapun masyarakat 
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yang perlu diberdayakan antara lain adalah kaum buruh, petani, orang miskin 
kota dan orang miskin desa.  
Terkait dengan latar belakang diatas maka sangatlah diperlukan peran 
kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti 
merasa perlu meneliti hal tersebut karena berdasarkan kenyataan yang ada di 
Desa Sidoagung masih banyak terdapat masyarakat yang berada di bawah 
garis kemiskinan atau masyarakat Pra Keluarga sejahtera bila dibandingkan 
dengan desa-desa lain yang berada di Kecamatan Godean. Mayoritas tingkat 
pendidikan masih relatif rendah, begitu juga dengan pengetahuan yang masih 
relatif sedikit, merupakan kondisi yang terjadi di Desa Sidoagung. Pada kurun 
waktu tahun 2014-2015 terdapat  981 kepala keluarga tergolong miskin dari 
jumlah 2.248  kepala keluarga, hal ini berarti hampir sekitar 50% masyarakat 
di Desa Sidoagung tergolong miskin. Bila dibandingkan dengan desa lain, 
Desa Sidoagung merupakan salah satu peringkat tertinggi angka 
kemiskinannya di tingkat Kecamatan Godean. 
Berdasarkan dari uraian di atas maka peneliti menganggap penting dan 
tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Peranan Kepala Desa 








B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat 
diidentifikasikan masalah sebagai berikut: 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan Kepala Desa 
dalam pemberdayaan masyarakat.  
2. Pemberdayaan masyarakat yang belum merata dalam segala bidang 
kehidupan. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, dalam 
penelitian ini peneliti lebih memfokuskan tentang “peran kepala desa dalam 
pemberdayaan masyarakat”. Mengingat kepala desa memiliki peranan penting 
dalam faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan dan pengelolaan 
pemberdayaan masyarakat, seperti halnya fenomena yang telah terjadi di Desa 
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. Dengan demikian peneliti 
mencoba untuk meneliti permasalahan tersebut dengan penelitian yang 
berjudul “Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa 
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman”. 
D. Rumusan Masalah 
Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi fokus 
perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah peranan kepala desa dalam memberdayaan masyarakat 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 
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2. Faktor apa saja yang mempengaruhi  peranan kepala desa dalam 
memberdayakan masyarakat Desa Sidoagung Kecamatan Godean 
Kabupaten Sleman? 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mendeskripsikan peranan kepala desa dalam memberdayaan masyarakat 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. 
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang 
mempengaruhi peranan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi 
yang berkaitan dengan peranan kepala desa dalam pemberdayaan 
masyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk 
mempraktekkan ilmu pendidikan luar sekolah sebagai acuan penelitian-
penelitian selanjutnya dan mengkaji fenomena pemberdayaan masyarakat. 
3. Bagi Peneliti 
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a. Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan 
mendapatkan gelar  sarjana pada program studi Pendidikan Luar 
Sekolah FIP UNY. 
b. Sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan 
selama perkuliahan kedalam karya nyata. 








A. Kajian Pemberdayaan Masyarakat 
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
 Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses 
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 
untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 
masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. 
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 
yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang 
berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat 
fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 
dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 
kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali 
digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses 
pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif 
(kelompok).  
 Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” 
yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, 
maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, 
kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau 
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kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau 
belum berdaya (Sulistiyani, 2004: 7). 
 Terkait definisi Pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja 
adalah: 
 “Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan 
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga 
masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya 
secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara 
mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. 
Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya 
dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan 
kesempatan usaha yang sama atau modal   saja, tetapi harus diikuti 
pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, 
mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui 
peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi (Widjaja, 2003:169).  
 
Kartasasmita (1996: 45) menyatakan pemberdayaan  masyarakat 
adalah: 
“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pebangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini 
mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat 
“people-centered, participatory, empowering and sustainable”. 
Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi 
kebutuhan dasar (basic need) atau meyediakan mekanisme untuk 
mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang 
pemikiranya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya 
mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa 
lalu” (Kartasasmita, 1996: 45)  
 
Selain kutipan diatas, terdapat definisi pemberdayaan masyarakat 
menurut Sumodiningrat adalah:  
“Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan 
masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka 
miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut 
dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak 
yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai 




Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada 
kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara itu 
Vindyandika (2004: 36) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat 
dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul 
pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. 
Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada 
jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan 
pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-
masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini 
mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan 
kebudayaan barat.  
Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang 
dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya 
pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau 
memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat 
lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan 
dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif 
pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang 
dimiliki secara mandiri.  
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 
Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan 
memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan 
keterbelakangan/kesenjangan/ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat 
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dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. 
Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, 
pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas 
yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada 
tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, 
melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk 
memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain 
masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan) dan kultural 
(Sunyoto Usman, 2004). Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan 
masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.  
Kemandirian tersebut meliputi. Kemandirian berfikir, bertindak 
dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat 
merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai 
dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu 
yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang 
dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. 
Daya kemampuan yang dimaksud adalah  kemampuan kognitif, konatif, 
psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik 
atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai 
motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak 
hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka 
dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan. 
Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan 
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bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah 
untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian 
tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa 
yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi 
yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan 
memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat 
demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan 
mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. 
 Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, 
konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat 
fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan 
berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam 
rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif 
merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan 
pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. 
Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu 
yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam 
sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan 
keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung 
masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. 
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses 
dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 
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untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 
masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. 
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 
yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang 
berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat 
fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 
menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 
dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 
kehidupannya.  
Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun 
kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang 
menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan 
dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” 
untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai 
bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut 
dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya 
masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk 
mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka 
atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, 




 Kartasasmita mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat 
dilakukan melalui tiga proses yaitu:  
a Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa 
setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 
Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa 
daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, 
kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan 
membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki 
serta berupaya mengembangkannya. 
b Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat 
(empoewering), sehingga diperlukan langkah yang  lebih positif, 
selain dari iklim atau suasana.  
c Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses 
pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah 
lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi 
yang kuat”( Kartasasmita, 1996: 23) 
 
 Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat 
menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan  
berkemampuan.  
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 
Menurut Sumodingningrat (2004:41) pemberdayaan tidak bersifat 
selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, 
dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak 
jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui 
suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.  
Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan 
masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke 
taraf yang lebih baik (Adi, 2002:179).  
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Menurut Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses 
belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara 
bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi : 
a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 
sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan 
kapasitas diri. 
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian 
keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam 
pembangunan. 
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk 
mengantarkan pada kemandirian. 
 
 Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007: 3), dengan 
menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki 
tahap-tahap sebagai berikut: 
a. Penyadaran 
Pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar 
mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi 
peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri 
(self help) 
b. Pengkapasitaan 
Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan 
dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity 
bulding, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system 
nilai. 
c. Pendayaan 
Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang 
sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya. 
 
 Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan 
masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan, sehingga 




B.  Pemerintah Desa 
1. Pengertian Pemerintah Desa  
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah 
penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama 
lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa.   
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau 
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa 
dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa 
dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. 
 Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:  
a. Jumlah Penduduk.  
b. Luas Wilayah.  
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c. Bagian Wilayah Kerja.  
d. Perangkat, dan.  
e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan. 
Dalam PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa 
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud 
adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa 
seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, 
pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan 
pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam 
penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, 
jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pembedayaan 
masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat 
seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.  
Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan 
laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta 
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 
masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan 
kepada Bupati/ Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. 
Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas 
disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. 
26 
 
Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat 
dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau 
diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, 
radio komunitas atau media lainnya.  Perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Sekretaris 
Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa 
bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai 
Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas 
nama Bupati/Walikota.  
Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk 
desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa 
tersebut paling rendah 25 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam 
puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di desa dapat dibentuk lembaga 
kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga 
kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan 
mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.  Keuangan desa adalah 
semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta 
segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik 
desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan 
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kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan 
keuangan desa.  
Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah 
Republik Indonesia. Hak otonomi maksudnya berhak menyelenggarakan 
rumah tangganya menurut keputusan sendiri, berhak mengatur rumah 
tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di 
desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah Desa. 
Sedangkan Kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya 
menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di 
atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Di Desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: 
masalah  kesehatan, masalah pekerjaan dan pendapatan, pendidikan, 
pertanian, lingkungan  hidup  dan  lain  sebagainya. Masyarakat berharap 
dapat lepas dari masalah-masalah itu karena itu masalah-masalah warga 
masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya 
antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah 
yang sehat, pakaian yang memadai, kebutuhan pengetahuan, keterampilan, 
penghasilan yang cukup, lingkungan yang apik dan sehat dan Iain-lain. 
Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan 
organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh 
aparatur pelaksana yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan 
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serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara 
pemerintah daerah dengan pemerintah di bawahnya sampai pada unit 
pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah Desa. 
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur 
dalam Undang-undang nomor 05 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah yang telah dirubah menjadi Undang-undang No 
22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian telah 
disempurnakan menjadi Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 
Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya 
kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting 
adalah mensukseskan pembangunan di segala bidang di Seluruh Indonesia 
guna mencapai cita-cita  nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materil 
maupun spritual bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat 
kedudukan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam mengembangkan organisasi dan makin mampu 







2. Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  
Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar 
penyelenggaraan pemerintah desa adalah: 
a. Untuk menjamin Terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula 
dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin 
diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan atas Desa di Seluruh Indonesia yang 
beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya 
maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat 
terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan 
pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan 
kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional. 
b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa 
hanya mengatur Desa dan Kelurahan dari segi pemerintahannya. 
Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya 
kesatuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih 
hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. 
Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa tidak mengarah kepada   
pembentukan Daerah Otonomi tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan 
penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa 
walaupun Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah 
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tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 
Telah ditetapkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Desa dan berbagai peraturan sebagai kebijaksanaan 
pelaksanaannya,   diharapkan akan dapat makin mantap penyelenggaraan 
pemerintahan Desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud 
hubungan yang jelas antara sistem penyelenggaraan  pemerintah  Desa  
berdasarkan  Undang-undang nomor 32 Tahun 2004. 
Program tahunan dalam rencana kerja yang disusun oleh 
pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang kebijaksanaan dan 
sistem penyelenggaraan pemerintah Desa yang selama ini diatur  dengan 
berbagai kebijaksanaan Daerah menjadi sistem penyelenggaraan 
pemerintahan Desa secara Nasional dengan pola yang seragam ini berarti 
bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang 
nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan pembaharuan dalam  sistem  
penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu dalam melakukan 
pengkajian terhadap materi Undang-undang nomor 32  Tahun 2004 dan 
berbagai  peraturan  pelaksanaannya diperlukan  adanya  ketelitian dan 






C.  Kepala Desa 
1. Pengertian Kepala Desa 
 Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa berwarga 
Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara 
pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan 
pemerintahan. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam 
pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihhan kepala 
desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisioanalnya 
sepanjang masih hidup dan diakui keberadaanya berlaku ketentuan, hukum 
adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman 
pada peraturan pemerintah. 
Dalam srtuktur pemerintah di Indonesia, desa merupakan bentuk 
wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, Desa 
adalah Daerah Otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah 
koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya Negara-Negara 
(kerajaan) oleh karena itu mempunyai hak otonom penuh. Pengertian Desa 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adalah : 
“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia” 
  
Berdasarkan uraian diatas, kepala desa adalah pemimpin desa yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, 
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kepala desa 
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sebagai pimpinan desa, mengacu pendapat Soemarno dan 
Dardjosumardjono menyatakan bahwa: 
“Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas 
dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab 
yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan 
dalam urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk 
pembinaan, ketentraman dan ketertiban sesuai perundang-undangan yang 
berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong 
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa” 
 
Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala 
Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat dalam 
mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa, disamping itu kepala 
desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi  masyarakat 
desanya. 
2. Wewenang Kepala Desa 
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan 
pasal 14 PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa memiliki 
wewenang sebagai berikut: 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama BPD.   
b. Mengajukan rancangan peraturan desa.  
c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 
BPD.  
d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai 
APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.  
e. Membina kehidupan masyarakat desa.  
f. Membina perekonomian desa.  
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g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.  
h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan 
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Kepala Desa 
mempunyai kewajiban berdasar ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah 
No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yaitu:   
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia  
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat  
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi  
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas 
dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) 
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan 
desa 
g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan 
h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 
i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
desa  
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa 
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa 
l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa  
m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan 
adat istiadat  
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup. 
 
3. Peranan Kepala Desa 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 751) peran adalah 
perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan 
dalam masyarakat.  
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Menurut Biddle dan Thomas dalam buku Sarlito Sarwono (2011: 
224), peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku 
yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Biddle dan Thomas 
juga memberikan peristilahan dalam teori peran dibagi menjadi empat 
golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut: 
a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial, 
b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, 
c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku, 
d. Kaitan orang dengan perilaku. 
Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia serta pengungkapan 
Biddle dan Thomas diatas, peran lebih difokuskan terhadap perilaku dan 
interaksi seseorang didalam kehidupan sosial dimana kepemilikan peran 
lebih didasarkan pada kedudukan seseorang dalam lingkungan kehidupan 
sosialnya dan perilaku yang ditunjukkan dalam proses interaksi terhadap 
orang lain.  
Definisi peran menurut Soerjono Soekanto (2006: 212), peran 
adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang 
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka 
dia menjalankan suatu peran. Dari definisi peran menurut Soerjono 
Soekanto diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran merupakan hak dan 
kewajiban dari suatu kedudukan seseorang. Peran berfungsi sebagai tugas 
yang seharusnya dilakukan dan merupakan hal-hal yang sepantasnya 
diperoleh dari kepemilikan tugasnya, dan  kedua hal tersebut harus 
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dilakukan secara seimbang agar bisa dikatakan telah melaksanakan 
perannya. 
Keanekaragaman kepribadian itulah, justru yang menjadi salah satu 
tantangan yang paling berat untuk dihadapi oleh setiap pimpinan dan 
kemampuan menghadapi tantangan itu pulalah salah satu indikator 
terpenting, bukan saja daripada efektifitas kepemimpinan seseorang akan 
tetapi juga mengenai ketangguhan organisasi yang dipimpinnya.  
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah 
suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang yang 
berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sementara posisi tersebut merupakan 
identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan 
merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai 
serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan sosial berhubungan 
dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Pelaksanaan 
mengenai tugas dan fungsi seorang Kepala Desa dalam pemerintahan 
merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya 









D.  Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat 
 Dalam proses pembangunan desa, peranan kepala desa juga sangat 
besar. Menurut pengamatan Hofsteede  (1992) terhadap peran kepala desa di 
empat desa di Jawa Barat membuktikan hal itu. Para kepala desa yang diteliti 
menunjukkan bahwa mereka sebagai pengambil prakarsa dalam suatu proyek 
pembangunan. Mereka mendiskusikan dan seterusnya merapatkan dalam rapat 
desa untuk mengambil keputusan pelaksanaan suatu proyek.  
 Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power 
diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Korten (1992) 
pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas 
dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material 
melalui redistribusi modal. Sedangkan Pranarka dan Vidhyandika (1996:56) 
menjelaskan pemberdayaan adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan 
yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik di dalam 
kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun 
dalam bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. 
 Selain itu menurut Paul (1987) pemberdayaan berarti pembagian 
kekuasaan yang adil (equitable sharing of power) sehingga meningkatkan 
kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar 
pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Menurut 
Robert Dahl (1983:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk 
mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok 
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berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang 
menyangkut komunitasnya. 
 Sementara Hulme dan Turner (1990:214-215) berpendapat bahwa 
pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang 
memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan 
pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh 
karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif. Pemberdayaan juga 
merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan 
yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. 
 Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) kekuatan 
merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan kekuatan 
dalam pemberdayaan adalah daya, sehingga pemberdayaan dimaksudkan 
sebagai kekuatan yang berasal dari bawah. Pemberdayaan ini memiliki tujuan 
dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan 
memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya 
harus ditempuh dan menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga 
perlu dikembangkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan masyarakat. 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan peranan kepala desa demikian 
besar, yaitu pertama, kebanyakan kepala desa mempunyai wewenang yang 
betul-betul  nyata. Mereka bagaikan raja-raja kecil di desanya. Hal itu 
ditambah sikap masyarakat yang bersifat paternalistik. Kedua, kepala desa 
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mempunyai posisi yang sangat kuat sebagai wakil pemerintah di desa. Hal ini 
karena bupatilah yang membuat keputusan akhir dan memberi surat 
pengangkatannya, meskipun kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung.  
 Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud di sini adalah upaya untuk 
mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi 
aspek ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup melalui penguatan 
kapasitas masyarakat. 
 Program pemberdayaan masyarakat Desa Sidoagung difokuskan pada 
pembangunan fisik guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang 
hampir 50% penduduknya adalah petani. Pembangunan fisik  yang dimaksud 
adalah pengaspalan jalan, perbaikan drainase pada badan jalan, perkerasan 
jalan peving blok, dan saluran irigasi tersier. Sedangkan pembangun non fisik 
difokusan pada pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan 
balita. 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2005 Tentang Desa, Peranan kepala desa dalam pemberdayaan 
masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman dapat 
dioperasionalkan dengan sebagai berikut : 
a membina kehidupan masyarakat desa 
b membina perekonomian desa 




E.  Penelitian Yang Relevan 
1. Hasil penelitian yang dilaksanakan Fitri Nurviyasari pada tahun 2012 
mengenai Peran Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi 
Warga Belajar Program Keaksaraan Fungsional di PKBM Nanggulan, 
Kulonprogo. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Peran tokoh 
masyarakat dalam pelaksanaan program KF di PKBM Tanjungsari sebagai 
pemrakarsa, pengelola, tutor, motivator, dan penyedia fasilitas belajar. 2) 
Tokoh masyarakat sebagai pemrakarsa memiliki gagasan dan melakukan 
rapat bersama pengelola untuk merencanakan program KF, sebagai 
pengelola ikut serta memantau bahkan membantu tutor dalam 
pembelajaran, sebagai tutor melaksanakan pembelajaran yang disesuaikan 
dengan minat dan kebutuhan warga belajar, sebagai motivator memberikan 
pengarahan, informasi dan mengingatkan agar partisipasinya meningkat 
serta memfasilitasi tempat bagi pembelajaran KF. 3) Faktor pendukung 
dalam melaksanakan peran tokoh masyarakat adalah penerimaan dan 
kepercayaan dari warga belajar akan keberadaan tokoh masyarakat 
tersebut serta adanya dana bagi penyelenggaraan program, sedangkan 
faktor penghambat adalah kurangnya sarana pembelajaran, kehadiran 
warga belajar yang kurang maksimal dalam kegiatan maupun pola pikir 
warga belajar yang menganggap program KF tersebut tidak penting. 
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Krishnayani Winata pada tahun 1991 
mengenai Mekanisme Karang Taruna Dalam Mengembangkan 
Kesejahteraan Sosial Generasi Muda: Studi Tentang Peran Pengurus, 
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Forum Komunikasi, dan Pembina Dalam Mengoptimalkan Fungsi Karang 
Taruna di Kotamadya Bandung. Hasil penelitian ini mengemukakan 
bahwa: pengurus, tim pelaksana Forum Komunikasi Karang Taruna, dan 
Pembina merupakan sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran; 1) 
Pengurus memegang peranan sebagai pendidik dan berfungsi sebagai 
perancang dan pengelola proses belajar. 2) FKKT berfungsi sebagai peer-
group sehingga para pengurus karang taruna dapat berbagi pengalaman 
dan masalah sehingga mampu memperkaya wawasan dan mempertajam 
pemikiran mereka dalam upaya meningkatkan kualitas kerjanya. 3) 
Pembina berfungsi sebagai counselor atau pembimbing yang diharapkan 
mampu membantu pengurus karang taruna maupun tim pelaksana  FKKT 














F.  Kerangka Berfikir 
Kepala desa yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemimpin 
formal memiliki peranan yang strategis dalam membawa masyarakat ke arah 
tujuan pembangunan desa yang dicita-citakan. Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah  Republiki Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 
14 yakni kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai 
peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, kepala desa juga merangkap sebagai 
pengusaha tunggal di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
Untuk mencapai tujuan pemerintah desa dalam hal pemberdayaan 
masyarakat maka diperlukan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat 
yang dalam hal ini diharapkan peran aktif dari masyarakat untuk terlibat 
secara langsung dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. 
Karena dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa ditempatkan 
dalam posisi ganda yakni sebagai subyek dan obyek pemberdayaan 
masyarakat.  
Sebagai subyek pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki 
tanggung jawab untuk memberikan partisipasi dan kontribusinya dalam 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sebagai obyek 
program pemberdayaan, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan 




Dalam usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan 
kerja sama antara pemimpin dan yang dipimpin. Kerangka fikir dalam 




















Program Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Sidoagung  
 Pembangunan fisik 
 Pembinaan generasi muda 
 Perbaikan gizi ibu hamil dan balita 
Efektifitas Peran Kepala Desa 
dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi peranan Kepala 
Desa 
1. Faktor pendukung 
 Keturunan 
 Kewibawaan 
 Kekuasaan  
2. Faktor penghambat 
 Kondisi Penduduk 
 Partisipasi Penduduk 




F.  Pertanyaan Penelitian 
 Dalam upaya memperoleh data yang akurat, maka peneliti 
merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai acuan dalam proses 
penelitiannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui 
pembinaan kepada masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean 
Kabupaten Sleman? 
2. Bagaimana peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui 
koordinasi pembangunan kepada masyarakat di desa Sidoagung kecamatan 
Godean Kabupaten Sleman? 
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam 













A. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal 
dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu 
yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk 
mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukanlah cara 
untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan 
tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk 
menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan 
mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan 
metode-penelitian kualitatif.  
Pendekatan kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen 
penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian 
maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi 
dilapangan. Kirk dan Miller dalam Moleong (2000:3) mendefinisikan 
penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 
secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya 
sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan 
peristilahannya. 
Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan 
untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan 
masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai 
peranan pemerintah desa dalam pemberdayakan masyarakat di Desa 
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Sidoagung termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam 
memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor 
dalam Moleong, 2000:3).  
Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang 
benar atas suatu masalah berdasarkan lagika dan didukung oleh fakta empirik. 
Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara 
sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik 
kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu 
(Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 5). 
B. Subjek Penelitian 
Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang 
dianggap mempunyai informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara 
yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis 
menggunakan “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yaitu teknik 
sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-
pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128). 
Menurut peneliti, informan dalam penelitian ini adalah : 
1. Kepala Desa 
Wawancara dilakukan kepada kepala desa Sidoagung adalah 
dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejarah berdirinya 
Desa Sidoagung, siapa saja pengurus atau perangkat desa beserta tugas dan 
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wewenangnya, peran kepala desa terhadap pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan. Serta faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di desa 
sidoagung, pemecahan permasalahan dalam masyaratat. 
2. Kepala Urusan Pemerintahan 
Wawancara dilakukan kepada kepala urusan desa sidoagung adalah 
dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejarah berdirinya 
Desa Sidoagung, peran kepala desa terhadap pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan. Serta faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di desa 
sidoagung, peranan kepala desa dalam peningkatan kinerja perangkat desa 
Sidoagung dalam memberdayakan masyarakat, pemecahan permasalahan 
dalam masyarakat 
3. Tokoh-tokoh masyarakat 
Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat desa Sidoagung 
adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala 
desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, 
agama dan kesehatan. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat 
dalam memberdayakan masyarakat di desa sidoagung, pemecahan 
permasalahan dalam masyarakat. 
4. Kepala Dusun 
Wawancara dilakukan kepada kepala dusun di desa Sidoagung 
adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejarah 
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berdirinya Desa Sidoagung, peran kepala desa terhadap pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan. Serta 
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan 
masyarakat di desa sidoagung, peranan kepala desa dalam peningkatan 
kinerja perangkat desa Sidoagung dalam memberdayakan masyarakat. 
5. Ketua Karang Taruna 
Wawancara dilakukan kepada ketua karang taruna desa sidoagung 
adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala 
desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, 
agama, dan kesehatan khususnya untuk generasi muda. Faktor-faktor 
pendukung dan penghambat dalam memberdayakan masyarakat di desa 
sidoagung, peranan kepala desa dalam peningkatan kinerja perangkat desa 
Sidoagung dalam memberdayakan masyarakat. 
6. Ketua tim Penggerak PKK 
Wawancara dilakukan kepada ketua penggerak Pkk desa sidoagung 
adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang peran kepala 
desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, 
agama, dan kesehatan khususnya bagi ibu dan balita dalam perbaikan gizi. 
Serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan 
masyarakat di desa sidoagung, peranan kepala desa dalam peningkatan 





7. Masyarakat  
Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat desa sidoagung 
adalah dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang sejarah 
berdirinya Desa Sidoagung, peran kepala desa terhadap pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang ekonomi, hukum, agama, dan kesehatan. Serta 
faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberdayakan 
masyarakat di desa sidoagung. 
Selanjutnya untuk memperoleh informasi secara mendalam serta lebih 
lengkap dari masyarakat dan  lembaga  yang terkait dengan pemberdayaan 
masyarakat maka dipergunakan teknik snowball sampling. Penentuan jumlah 
maupun informan penelitian berkembang dan bergulir mengikuti informasi 
atau data yang diperlukan dari informan yang diwawancarai sebelumnya. 
Maka dari itu, spesifikasi informan penelitian tidak digambarkan secara rinci 
namun akan berkembang sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan.  
C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidoagung Kecamatan Godean 
Kabupaten Sleman yang berjarak kurang lebih 10 km dari ibu kota Kabupaten 
Sleman. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
1. Wawancara 
Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (in-
dephtinterview) dengan narasumber (key informan) dengan berpedoman 
pada interview-guidances yang telah disusun sebelumnya.  
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Pemberian pertanyaan kepada subjek penelitian yaitu kepala desa, 
kepala urusan pemerintahan, karang taruna, ketua pkk, kepala dusun, 
tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dilakukan secara terbuka dan fleksibel 
sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara, 
peneliti berusaha menggali sebanyak mungkin tentang peran kepala desa 
dalam pemberdayaan masyarakat, dan faktor-faktor pendukung serta 
penghambatnya. 
2. Dokumentasi 
Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat 
kabar dan lain sebagainya untuk mendapatkan data kegiatan 
pemberdayaan masyarakat, data perangkat desa sidoagung, foto-foto 
kegiatan 
3. Observasi  
Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi 
penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat 
dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian 
secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang peranan 
kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat serta faktor pendukung dan 





E. Instrumen Penelitian 
Instrument dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti dibantu 
dengan: 
1. Lembar Observasi 
Lembar observasi ini dalam proses pengumpulan data berfungsi 
untuk mencatat peristiwa, situasi, kondisi, dan hal-hal yang berguna dalam 
penelitian. Hasilnya yaitu informasi yang berupa catatan harian, daftar 
checklist. 
2. Lembar Wawancara 
Lembar wawancara dalam penelitian ini berisikan pertanyaan-
pertanyaan yang sifatnya terbuka agar responden memberikan informasi 
sebanyak mungkin dari pertanyaan yang diajukan peneliti. Lembar 
wawancara ini merupakan pedoman utama dalam pengumpulan data dari 
responden yang digunakan sebagai bahan penelitian tentang peranan 
kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung, 
kecamatan Godean, kabupaten Sleman. 
3. Pedoman Dokumentasi  
Pedoman dokumentasi digunakan untuk menggali informasi subjek yang 
telah tercatat sebelumnya. Hal ini berupa catatan tertulis, dokumen, foto,  
dan lain sebagainya. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data 
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yang diperoleh, selanjutnya diimpretasikan secara deskriptif kualitatif untuk 
mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini kegiatan analisis data dilakukan 
dengan cara mengelompokan data yang diperoleh dari sumber data terkait 
dengan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa 
Sidoagung kecamatan Godean kabupaten Sleman. faktor pendukung dan 
penghambat dari peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di 
desa Sidoagung kecamatan Godean kabupaten Sleman. 
Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data yaitu; reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
1. Reduksi Data 
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 2010: 338). 
Dengan demikian pada penelitian ini data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempemudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
2. Penyajian Data 
Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay 
atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 
sejenisnya (Sugiyono, 2010: 341). 
Penyajian data ini merupakan kumpulan data dari sumber data atau 
informan dan memberikan kemungkinan untuk penarikan kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan selanjutnya. Dengan memahami sajian data ini, peneliti 
akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan 
untuk menganalisis dan mengambil tindakan lain. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 
akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 
pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2010: 345). 
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 
berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 
hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 
Secara sistematis dijelaskan oleh Milles dan Huberman (1992 : 20) 






Gambar 2. Model interaktif Miles dan Huberman 
 
Pengumpulan data 




Dalam penelitian ini, fenomena utama yang diamati adalah aspek-
aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat terutama yang 
berkaitan dengan aspek pembinaan, pelayanan dan pengembangan di desa 
sidoagung kecamatan godean kabupaten sleman termasuk faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Mengarah pada konteks penelitian ini, adalah mengungkap 
profesinalitas aparatur pemerintah di lokasi penelitian. 
G. Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 
triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) pada buku Sugiyono (2010: 
372), Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 
Dalam penelitian ini teknik trianggulasi yang digunakan adalah: 
a. Triangulasi sumber, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 
beberapa sumber. 
b. Triangulasi metode, triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data 
dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 
teknik yang berbeda. 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan keabsahan data dengan 
menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hal ini bertujuan 
agar data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan data dan menghindari 
subjektivitas dari peneliti, serta melakukan cross check data dengan sumber 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Identifikasi Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman 
1. Sejarah 
Sebagaimana desa-desa di Kabupaten Sleman , Desa Sidoagung 
terbentuk berdasarkan Maklumat Kasultanan No.5 Tahun 1948 ,  Adapun 
pembentukan Desa Sidoagung adalah dengan penggabungan / peleburan 
wilayah dari dua kelurahan lama yakni  Kalurahan Bendungan dan sebagian 
Kelurahan Senuko ( dikurangi Padukuhan Pirakbulus dan persawahan Bulak 
Ngeblak dan Sebagian Bulak Pirakbulus yang kini masuk kedalam wilayah 
Desa Sidomulyo, Kecamatan Godean ).  
Desa Sidoagung adalah bagian dari wilayah Kecamatan Godean , 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sidoagung terletak di 
bagian barat daya dari ibukota Kabupaten Sleman, yang berlokasi di 7.76774’ 
LS dan 110.29336’ BT, dan berada pada ketinggian 144 meter diatas 
permukaan laut, dengan suhu tertinggi yang tercatat di Desa Sidoagung adalah 
33’c  dan suhu terendah 22’C. dengan luas wilayah 301.2165 ha. Alamat 
Kantor Desa  Sidoagung di Jalan Godean km.10, Geneng, Sidoagung, Godean, 
Sleman.  
Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung 
dengan masyarakat maka sejalan dengan Otonomi Daerah yang dimaksud 
untuk memberdayakan pemerintahan Desa harus dilaksanakan dan tidak dapat 
ditunda-tunda lagi. Maka untuk menjawab dan menghadapi tantangan 
55 
 
sekaligus peluang diperlukan adanya pemerintahan Daerah yang tangguh 
didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional.  
Salah satu ciri yang baik adalah dapat memberikan kepuasan bagi yang 
memerlukan karena cepat, mudah dan tepat bilamana ada biaya maka harus 
ada kepastian yang dapat terjangkau. Disamping itu pelayanan harus relatif 
dekat dengan yang memerlukannya, posisi pemerintah yang paling dekat 
dengan masyarakat adalah pemerintahan Desa dan dari segi pengembangan 
peran serta masyarakat maka pemerintah Desa selaku pembina, pengayom dan 
pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya 
masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi. Desa yang merupakan organisasi 
terkecil dalam pemerintahan adalah kesatuan masyarakat umum yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem 
pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.  
Desa Sidoagung Kecamatan Godean yang   menjadi lokasi penelitian, 
terletak di sebelah Selatan kota Sleman dan jaraknya + 10 Km dari pusat kota 
dengan batas sebelah Utara Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan, sebelah 
Timur Desa Sidokarto Kecamatan Godean, sebelah Selatan Desa Sidomulyo 
Kecamatan Godean, sebelah Barat Desa Sidoluhur Kecamatan Godean.  
Adapun luas Wilayah/ Daerah 301.2165 ha dengan jumlah penduduk   jiwa 
yakni : 
a. Jumlah Penduduk Laki-laki  : 3.915      jiwa 
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b. Jumlah Penduduk Perempuan  : 4.210      jiwa  
Jumlah Total                                   : 8.125      jiwa 
Mayoritas penduduknya beragama Islam dengan sumber penghasilan 
bertani, dan sebagian kecil bergerak di bidang perdagangan. Dalam hal 
pemerintahan di Desa Sidoagung terdiri dari 8 Dusun, pembagian tugas 
maupun kewajiban dari berbagai   unsur   pemerintahan   sesuai   dengan   
bidang tugasnya masing-masing dan tidak ada sistem merangkap. 
2. Keadaan Demografis 
Keadaan penduduk dan distribusinya yang memiliki potensi dalam 
menggalakkan pembangunan khususnya pembangunan pedesaan. Karena itu 
salah satu modal besar dalam pembangunan di segala aspek adalah penduduk, 
sebab penduduk menempati kedudukan sentral baik obyek pembangunan 
maupun sebagai subyek pembangunan. Dari segi penduduk Desa Sidoagung 
yang luasnya 301.2165 ha didiami penduduk sejumlah  jiwa. Keseluruhan 
penduduk tersebar ke dalam 8 Dusun dengan jumlah Kepala Keluarga 
sebanyak  2.248 KK. Dengan menggalakkan pembangunan khususnya 
pembangunan ekonomi pedesaan yang berakar pada asas kerakyatan, masalah 
penduduk merupakan suatu masalah yang cukup ditanggulangi secara 
bersama. 
3. Visi dan Misi Desa Sidoagung 
a. Visi 
Terwujudnya Masyarakat Desa Sidoagung yang mandiri , 




1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. 
2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 
3) Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 
4) Memantapkan pengelolaan sarana dan prasana publik 
5) Mewujudkan Tata Ruang dan Tata Wilayah  yang akomodatif. 
6) Mendorong  tumbuh dan berkembangnya Lembaga - Lembaga Desa   
yang  partisipatif. 
7) Meningkatkan perekonomian desa berbasis pada penguatan ekonomi 
kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan . 
8) Mewujudkan Desa Sidoagung sebagai Desa Budaya. 
4.   Sarana dan Prasarana Desa Sidoagung 
Pemerintah Desa Sidoagung memiliki sarana dan prasarana dalam 
mendukung setiap kegiatan yang diselenggarakan. Fasilitas yang ada antara 
lain yaitu gedung sekretariat (kantor), serta aula untuk mengadakan kegiatan 
untuk anak jalanan. Fasilitas yang ada di gedung bangunan (kantor) Desa 
Sidoagung terdiri dari ruang kerja, ruang tamu, ruang santai, perpustakaan, 
kamar mandi, dapur, dan gudang. Fasilitas pendukung lainnya yaitu komputer, 
printer, kendaraan bermotor, kipas angin, jam, kotak obat, kompor gas, 






Tabel 1. Sarana dan Prasana Pemerintah Desa Sidoagung 
No Jenis Prasarana Jumlah Kondisi 
1 Komputer 8 unit Baik 
2 Printer 3 unit 2 baik 1 rusak 
3 Mesin ketik 4 Baik 
4 Meja 25 Baik 
5 Kursi 180 10 rusak 
6 Almari Arsip 18 Baik 
7 Balai dusun/sejenisnya - - 
8 Kantor RW/sebutan lain - - 
9 Balai desa/sejenisnya 1 Baik 
10 Kantor BPD (Badan Perwakilan Daerah) 1 ruang Baik 
11 Kendaraan Dinas 2 unit Baik 
sumber : Profil Desa Sidoagung Tahun 2015-2020 
5.  Pemerintahan Desa Sidoagung 
Pemerintah Desa Sidoagung memiliki struktur organisasi dalam 
membantu dalam mengelola program-program yang ada di Desa Sidoagung. 
Perangkat Desa Sidoagung tersebut memiliki pendidikan terakhir dari SMA 
sampai Sarjana. Dalam melakukan suatu program kegiatan, terdapat 
penanggung jawab dari masing-masing program yang sudah ditentukan tugas 
dan kewajibannya masing-masing. Sehingga diharapkan adanya kerjasama 
antara  penanggung jawab program agar memudahkan proses pelaksanaan 
program dan kelancaran program tersebut. Pelaksanaan program kerja yang 
ada di desa dilakukan secara bertahap.  
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Walaupun penanggung jawab setiap program kerja berbeda tetapi 
perangkat desa saling membantu ketika suatu program dilaksanakan, sehingga 
kesuksesan suatu program dapat tercipta dengan koordinasi yang baik antara 
setiap kepala bagian. Di bawah ini daftar perangkat Desa  yang ada di 
Pemerintahan Desa Sidoagung dilihat dari jabatan, pendidikan terakhir, usia 
dan jenis kelamin. 
Tabel 2. Perangkat Desa Sidoagung 




1 Edy Utomo Kepala Desa SLTA 50 L 
2 Supardi  Sekretaris Desa SLTA 32 L 




4 Indarto Edy S. Kabag. 
Pemerintahan 
SLTA 28 L 
5 M. Nursiswanto Kabag. 
Pembangunan 
SLTA 29 L 
6 Riyono Kabag. 
Keuangan 





D3  P 
8 Mujiono Staf  Kabag. SLTA  L 
9 M. Satiyem Staf Kabag. SLTA  P 
10 Sulistyo Hadi Staf Kabag. SLTA  L 
11 Mujono Staf Kabag SLTA  L 
Sumber : Profil Desa Sidoagung Tahun 2015-2020 
6.  Pendanaan dan Pemanfaatan 
Selama ini, sumber pendanaan di Desa Sidogung dalam melaksanakan 
program ada berbagai macam, baik dari APBN, APBD, Kekayaan Desa, dsb. 




Tabel 3. Pendanaan dan Pemanfaatan 
No  Pendanaan Pemanfaatan 
1. Pendapatan Asli Desa 
- Hasil Usaha Desa 
- Hasil aset Desa 






- Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
- Pelaksanaan Pembangunan Desa 
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
- Pemberdayaan masyarakat Desa 
- Belanja tak terduga. 
 
2. Pendapatan Transfer 
- Alokasi Dana Desa 
- Dana Desa 
- Bagian dari hasil pajak 
dan retribusi daerah 
- Bantuan keuangan dari 
APBD Kabupaten 
- Bantuan keuangan dari 
APBD Propinsi 
 
- Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
- Pelaksanaan Pembangunan Desa 
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
- Pemberdayaan masyarakat Desa 
- Belanja tak terduga. 
 
3. Pendapatan Lain-Lain 
- Hibah dan sumbangan 
pihak ketiga yang tidak 
mengikat 
- Lain-lain pendapatan 
desa yang syah. 
 
- Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa 
- Pelaksanaan Pembangunan Desa 
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa 
- Pemberdayaan masyarakat Desa 
- Belanja tak terduga. 
 
Sumber : Profil Desa Sidoagung Tahun 2015-2020 
7.   Program Kerja Desa Sidoagung 
Pemerintah Desa Sidoagung telah merancang program selama 5 tahun 
yang dijalankan dari tahun 2015-2020. Dalam program ini dirancang untuk 
pemberdayaan masyarakat baik program fisik maupun non fisik, sehingga 
nantinya program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak yang 
positif untuk kemajuan masyarakat di Desa Sidoagung dan mampu 
mengembangkan potensi yang ada di desa Sidoagung baik dari Sumber Daya 
Manusia dan Sumber Daya Alam. Rencana program yang dijalankan oleh 
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Desa Sidoagung juga sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Desa 
Sidoagung.  
8.   Struktur Organisasi 
Suatu pemerintahan pada umumnya organisasi dan manajemen yang 
baik merupakan aspek yang penting dan untuk mendapatkan serta 
menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya merupakan 
kewenangan dan obyektivitas dalam suatu dasar. Susunan organisasi 
pemerintahan Desa Sidoagung merupakan petunjuk yang akan diperhatikan 
dalam menjalankan organisasi, hal ini dimaksudkan supaya organisasi 
pemerintahan ini menjadi lebih efektif dan mencapai tujuan secara optimal.  
Pelaksanaan pekerjaan sudah barang tentu yang paling utama dalam 
fungsi manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan 
itu sendiri agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai ke 
bawah berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah 
ditetapkan semula dengan cara terbaik dan benar. Adapun struktur organisasi 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman adalah sebagai 
berikut: (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) BPD, (4) Kabag. 
Pemerintahan, Kabag. Pembangunan, Kabag. Kemasyarakatan, Kabag 
Pelayanan Umum, dan Kabag. Keuangam (5) Kepala Dusun.  
Selanjutnya susunan organisasi Tim Penggerak PKK Desa Sidoagung 
adalah sebagai berikut: (1) Ketua, (2) Wakil Ketua, (3) Sekretaris, (4) 
Bendahara(5) Kelompok Kerja I, II, III dan IV. 
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Deskriptif jabatan dan pekerjaan sangat diperlukan agar dapat 
mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan, karena terkadang suatu pekerjaan 
masyarakat kondisi pengalaman ataupun kemampuan tertentu bagi 
pelaksanaannya. Berikut ini akan diuraikan bentuk dan susunan pemerintahan 
Desa berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut:  
1. Kepala Desa 
Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia 
oleh penduduk Desa warga negara Indonesia yang telah   berumur   
sekurang-kurangnya 25 tahun, syarat lain mengenai pemilihan serta tata 
cara pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan 
Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa wajib 
bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun yang lebih 
penting bahwa sebagai seorang pemimpin mendorong aparatur di 
bawahnya dalam bekerja untuk memperoleh hasil yang maksimal, 
merupakan penopang kekuatan mental yang amat penting bagi 
bawahannya.   
Seorang pemimpin hendaknya membina hubungan kerjasama yang 
harmonis, karena akan menimbulkan suatu kekuatan yang dapat 
mempengaruhi para bawahan pada tingkat manapun dan pada bagian 
manapun mereka berada.  
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Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam satuan pemerintahan 
akan berhasil memimpin suatu organisasi yang memiliki syarat-syarat yakni 
mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan 
merencanakan cara-cara pemecahan setiap persoalan dengan cara yang tepat, 
serta mengandung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk 
dilaksanakan. Mempunyai emosi stabil, tidak mungkin terombang ambingkan 
oleh suasana yang senantiasa berganti-ganti yang dapat memisahkan antara 
soal pribadi, soal rumah tangga dan soal organisasi. Mempunyai kepandaian 
dalam menghadapi manusia membuat bawahan menjadi betah, senang dan 
puas dalam pekerjaan. Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan 
menggerakkan serta mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa 
tanggung jawab dan wewenang akan didelegasikan. 
2. Sekretaris Desa dan Kepala Bagian 
Adalah   unsur   staf   yang   membantu   Kepala   Desa   dalam 
menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa. 
Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Kepala Bagian diangkat dan  
diberhentikan oleh Bupati setelah mendengar  pertimbangan Camat atas 
usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan BPD. 
Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur  pembantu Sekretaris           




a. Melaksanakan kegiatan urusan pembangunan, pemerintahan, 
kesejahteraan, keuangan dan urusan umum sesuai bidang tugasnya 
masing-masing.  
b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa 
3. Kepala Dusun 
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa, dalam Desa 
dibentuk Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun. Pembentukan Dusun 
ditetapkan dengan memperhatikan faktor manusia, jumlah penduduk, 
faktor alam, faktor letak dan faktor sosial budaya termasuk adat istiadat. 
Ada faktor-faktor obyektif lainnya   seperti   penguasaan   wilayah,   
keseimbangan   antara organisasi dan luas wilayah serta pelayanannya. 
Kepala Dusun adalah unsur pelaksana dalam pemerintahan Desa dengan 
wilayah kerja tertentu.  
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan paham untuk 
melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, mempunyai kedudukan 
sejajar dan menjadi mitra kerja Kepala Desa baik dalam 
menyelenggarakan roda pemerintahan maupun pembangunan Desa. 
Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh perwakilan 
dusun, Agama, organisasi sosial  politik, golongan profesi dan unsur tokoh 




a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan 
berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang 
kelangsungan pembangunan. 
b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama-
sama pemerintahan Desa. 
c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan 
Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta keputusan Kepala 
Desa. 
d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani aspirasi dan  
menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat 
atau instansi yang berwenang.  
Adapun jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah 
penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan : 
1) Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang 
2) 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang 
3) 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang 
4) 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang 
5) Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang 
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) 
Adalah lembaga  masyarakat di Desa yang tumbuh untuk 
masyarakat dan merupakan wahana  partisipasi  masyarakat dalam 
pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah 
serta swadaya gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan 
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penghidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan  nasional yang 
meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan 
pertahanan keamanan. 
LPMD bertujuan membantu pemerintah Desa atau Kelurahan 
dalam meningkatkan pelayanan pemerintah dan pemerataan hasil   
pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan 
swadaya gotong royong masyarakat  dalam pembangunan, sehingga 
masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung 
kemampuan, mengembangkan ketahanan didalam menghadapi dan 
mengatasi tantangan dan hambatan dalam rangka pembinaan wilayah serta 
merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal  dan  suara  organisasi  
berdiri sendiri serta  merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan.  
Tugas pokok LPMD dalam membantu Kepala Desa adalah 
merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah 
menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat 
secara aktif  dan pasif untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, 
baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya 
gotong royong. Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk 






6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga 
Adalah  organisasi  masyarakat yang  diakui  dan  dibina  oleh 
pemerintah untuk memelihara dan  melestarikan  nilai-nilai kehidupan   
masyarakat Indonesia berdasarkan kekeluargaan serta untuk membantu 
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan,  pembangunan  
dan  kemasyarakatan  di Desa Sidoagung.  
7. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 
Dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan 
terutama kegiatan yang ditujukan bagi terciptanya keluarga sejahtera 
melalui jalur dan gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 
Adapun 10 (sepuluh) Program PKK meliputi penghayatan dan pengamalan 
Pancasila, gotong royong, sandang, pangan dan perumahan, tata laksana 
rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, mengembangkan 
kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat.  
Kesepuluh Program PKK tersebut satu dengan yang lain tidak 
memiliki bobot, prioritas yang lebih. Pemilihan akan program yang 
menjadi prioritas dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan dan 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kesanggupan. Tiap-tiap Desa yang 
bersangkutan walaupun Program pokok PKK ini diharapkan dapat 
dilaksanakan secara keseluruhan. Oleh karena program ini  merupakan  





B. Deskripsi Data Hasil Penelitian 
1. Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung  
Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu 
kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di 
desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki 
peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi 
tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan. 
Sehingga maju dan mundurnya suatu desa tergantung dari sosok 
pemimpin yang ada di desa tersebut. Salah satu konsep pembangunan 
ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial saat ini adalah melalui 
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menempatkan 
masyarakat sebagai pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi 
dan meraih hasil pembangunan. 
Di Desa Sidoagung terdapat banyak program pemberdayaan 
masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik 
desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan 




Hal di atas senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala 
Desa Sidoagung, EU. 
“Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini meliputi 
pembangunan fisik seperti perbaikan talut/ irigasi persawahan, jalan-
jalan kampung. Sedangkan program pemberdayaan yang bersifat non-
fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan gizi ibu hamil 
dan balita” (catatan lapangan no: I, tanggal: 5/maret/2015) 
 
Untuk pembangunan non fisik, khususnya pembinaan generasi muda 
merupakan program utama kepala desa. Hal ini dikarenakan 3809 penduduk 
Desa Sidoagung berada pada usia 6-34 tahun. Sebagian besar penduduk 
dengan mata pencaharian petani dan buruh bangunan. Banyak penduduk desa 
melakukan pernikahan dini dengan jumlah kepala keluarga sebanya 
pencaharian sebagai petani. Ini dikarenakan selain didukung oleh wilayahnya 
yang sebagian besar dari luas wilayah desa adalah lahan pertanian. Dengan 
luas wilayah pertanian yang berjumlah  301.2165 ha. 
Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Kepala Desa 
Sidoagung, EU mengatakan bahwa: 
“Hampir sebahagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian 
utamanya adalah petani. Dan sebahagian lagi sebagai buruh bangunan 
sebagai mata pencaharian sampingan. Karena jika mengharapkan dari 
hasil pertanian saja tidak cukup karena rendahnya harga jual beras di 
pasaran. Sedangkan ekonomi semakin sulit. Sedangkan remaja di sini 
rata-rata tingkat pendidikannya hanya sampai SMP saja. Walaupun 
Pemerintah Kabupaten Sleman sudah menerapkan pendidikan gratis 
namun kesadaran penduduk khususnya pemuda  akan pentingnya 
pendidikan masih kurang. Pembangunan kan bukan hanya fisik saja. 
Tapi pembangunan non fisik juga sangat penting yang di sini saya 
maksudkan contohnya saya selalu melakukan dialog terbuka dengan 
pemuda-pemuda di desa ini. Selalu adakan acara kumpul-kumpul, 
menasehati pemuda di sini untuk tidak minum-minum, tidak berjudi, 
dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan senantiasa menjaga 
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keamanan dan perdamaian di desa ini. Di desa ini juga ada salah satu 
program pemberdayaan masyarakat yang namanya simpan-pinjam 
yang berasal dari PNPM berkerjasama dengan PKK Pemberian 
pinjaman modal kepada warga di desa ini dengan bunga yang sangat 
kecil, bantuan dari PNPM, dengan cara perkelompok. Pembinaan 
generasi muda di sini dilakukan dengan cara lebih mendekatkan pada 
sisi keagamaan dimulai sejak dini”(catatan lapangan no: I, tanggal: 
5/maret/2015) 
 
Sebahagian besar program-program pemberdayaan masyarakat yang 
ada di desa ini sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, dll. melalui 
PNPM. Baik itu yang bersifat pembangunan fisik maupun non fisik.  
Pemberdayaan masyarakat di desa ini meliputi pembangunan fisik 
seperti perbaikan jalan, pembuatan drainase, pengerasan jalan cor block, 
perbaikan sekolah dan pemberdayaan masyarakat non-fisik seperti perbaikan 
gizi ibu hamil dan balita serta pembinaan generasi muda yang dapat dilihat 










Tabel 4. Pembangunan Desa Sidoagung Tahun 2014-2015 
No Bidang / Jenis kegiatan Lokasi Volume Sumber 
Pembiayaan 
Ket 




















































































Perbaikan Gizi ibu, 
































































































































































Sumber Data : Hasil wawancara,  5 Maret 2015 
Pembinaan generasi muda di Desa Sidoagung dilakukan dengan dua 
pendekatan, yakni berupa pendekatan dari sisi keagamaan dan pendekatan dari 
sisi ekonomi. Pendekatan dari sisi keagamaan dilakukan dengan cara 
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melakukan pengajian rutin setiap bulan. Memperingati hari-hari besar 
keagamaan, dan melakukan pembinaan bagi warga yang bermasalah atau 
melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kaidah, seperti melakukan 
tindak pidana, tindakan asusila, tawuran dan lain sebagainya. 
Pendekatan dari sisi ekonomi dilakukan dengan cara pemberian 
pinjaman modal bagi warga yang kurang mampu untuk dapat lebih 
mengembangkan usahanya. Memberikan penyuluhan pertanian dan perikanan 
kepada petani muda di Desa Sidoagung. 
Pemberian pinjaman modal ini sangat membantu warga masyarakat, 
khususnya petani muda yang ada di desa ini untuk lebih mengembangkan 
usahanya dalam pertanian dan perikanan. Seperti yang diungkapkan oleh salah 
seorang petani muda yang ada di desa Sidoagung, A mengatakan : 
“Saya sangat bersyukur mendapat pinjaman modal. Karena bunganya 
sangat rendah. Waktu itu saya sangat butuh modal untuk membeli bibit 
ikan bawal, karena saat itu saya sama sekali tidak punya modal 
sedangkan sawah dan kolam sudah ada. Makanya saya mengajukan 
pinjaman ke kelompok dengan cara mencicil pembayarannya” (catatan 
lapangan no: IX, tanggal: 5/april/2015) 
 
Selain untuk pengembangan usaha pertanian dan perikanan. 
Pemerintah desa Sidoagung membantu warga desa yang ingin berwiraswasta. 
Sebagaimana diungkapkan oleh pengurus dari Karang Taruna “Agung” yang 
ada di desa ini, yaitu S membutuhkan pinjaman modal untuk mengembangkan 




“Saya mengajukan modal untuk mengelola agen LPG di desa 
Sidoagung yang nantinya dikelola oleh Karang Taruna. Sehingga 
nantinya dapat memberikan penghasilan bagi anggota dan organisasi. 
Saat ini Karang Taruna sudah memiliki kurang lebih 40 tabung gas 
ukuran 3 kg, yang hasil labanya dibagi untuk yang mengurusi dan kas 
organisasi” (catatan lapangan no: XI, tanggal: 18/april/2015) 
 
Pemerintah desa dan PNPM sangat membantu warga desa dalam 
mengembangkan usaha warga masyarakat yang ada di desa ini. Baik untuk 
mengembangkan usaha pertanian dan perikanan, maupun untuk 
berwiarswasta. Untuk mendapatkan pinjaman modal, warga desa harus 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun persyaratannya antara lain; 
a) Penduduk Desa Sidoagung 
b) Berekonomi lemah 
c) KTP dan KK pemohon 
d) Surat Keterangan tidak mampu dari pemerintah desa 
Program pembinaan generasi muda yang ada di desa ini juga dilakukan 
dengan memberikan penyuluhan pertanian bagi warga desa. Penyuluhan 
pertanian ini diberikan oleh Dinas Pertanian dan Holtikultura melalui 
Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang ada di desa ini. Penyuluhan 
pertanian dilakukan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 
kemajuan dalam penguasaan teknologi, meningkatkan kreatifitas petani 
mengenai potensi diri dan lingkungan, meningkatkan nilai usaha tambah tani, 
meningkatkan kemandirian petani dan kelompok tani. Diungkapkan oleh 
ketua Gapoktan yang ada di desa ini, yakni SJ mengatakan: 
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“Saya sering ikut penyuluhan pertanian yang diadakan oleh dinas 
pertanian dan holtikultura. Penyuluhan menambah pengetahuan saya 
dalam mengelolah pertanian dalam memberantas hama dan 
pengetahuan tentang teknologi pertanian. Pengetahuan yang saya 
dapatkan lalu saya bagikan dengan anggota kelompok tani yang lain 
dan warga desa” (catatan lapangan no: VIII, tanggal: 22/maret/2015) 
 
Selain penyuluhan pertanian dan perikanan, warga desa juga 
mendapatkan bantuan bibit unggul dan pupuk murah dari dinas. Bibit unggul 
ini diperoleh dengan cara mengajukan proposal bantuan bibit dan pupuk ke 
dinas. Sehingga desa ini memperoleh bantuan bibit dari dinas instansi terkait. 
Namun sangat disayangkan, tidak semua warga desa merasakan bibit unggul 
ini. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah bibit yang ada. Sehingga 
penyaluran bibit unggul ini hanya dirasakan orang-orang tertentu saja di desa 
ini. Hanya ketua kelompok tani tertentu saja yang merasakan bibit unggul ini.  
Masalah penyaluran bibit dan pupuk, yang disebabkan karena 
terbatasnya jumlah bibit dan pupuk yang ada. Terbatasnya alat-alat teknologi 
pertanian seperti traktor dan alat semprot pestisida. Masalah irigasi yang 
masih belum memadai serta masalah hama yang sering merusak lahan 
pertanian warga  desa. Merupakan kendala-kendala pertanian yang menjadi 
persoalan bagi petani yang ada di Desa Sidoagung. 
Selain pembinaan generasi muda, salah satu program pemberdayaan 
masyarakat yang ada di Desa Sidoagung adalah perbaikan gizi ibu hamil dan 
balita. Perbaikan gizi ibu hamil dan balita menjadi salah satu program utama 
kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya. Karena generasi penerus 
adalah modal utama dalam pembangunan. Untuk mendapatkan generasi muda 
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yang berkualitas maka perlu dipersiapkan sedini mungkin, sejak anak masih 
dalam kandungan. Sebagaimana diungkapkan oleh pengurus Posyandu SR 
mengungkapkan : 
“Kesehatan ibu hamil sangatlah penting. Gizi ibu hamil perlu 
diperhatikan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masih 
dalam kandungan. Hal ini guna menekan angka kematian ibu dan anak, 
juga agar anak lahir dalam keadaan sempurna, tidak cacat dan 
mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu pemberian gizi dan 
nutrisi pada anak sangat perlu diperhatikan sejak anak dalam 
kandungan” (catatan lapangan no: III, tanggal: 9/maret/2015) 
 
Program ini juga bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan 
anak. Selain itu, program ini juga bermanfaat untuk memperbaiki gizi anak, 
agar anak-anak tidak rentan akan penyakit. Selain itu untuk memperkuat peran 
ibu dalam keluarga. Kegiatan perbaikan gizi ibu hamil dan anak dilakukan 
antara lain dengan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak yang 
dilakukan tiap satu kali dalam sebulan. Makanan tambahan yang dimaksud 
adalah bubur sehat bagi balita yang berumur 8 bulan hingga 3 tahun. Selain itu 
diberikan pula susu gratis bagi ibu hamil guna meningkatkan gizi pada ibu 
hamil.  
Penimbangan rutin juga dilakukan setiap dua kali dalam sebulan di 10 
posyandu yang ada di tiap dusun. Selain itu, pemberian penyuluhan tentang 
pentingnya menjaga kebersihan dilakukan hampir disetiap bulannya. Yang 
dilakukan di aula desa, dan di puskesmas bantu. Selain penyuluhan tentang 
pentingnya kebersihan, penyuluhan tentang gizi dan makanan sehat juga 
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sering diadakan. Penyuluhan ini diberikan oleh dinas kesehatan bekerjasama 
dengan bidan desa. 
Berkat adanya program perbaikan gizi ibu dan anak ini dapat menekan 
angka kematian ibu dan bayi. Namun, terbatasnya jumlah dana dari 
pemerintah sehingga program ini masih belum maksimal. Masih banyak anak-
anak yang membutuhkan gizi tambahan.  
Sedangkan Kepala Desa Sidoagung dalam pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat yang ada di Desa Sidoagung memiliki peranan yang sangat 
sentral. Baik itu dalam pembangunan fisik desa maupun pembangunan non 
fisik yang ada. Kepala Desa berperan aktif dalam membangun desanya. 
Kepala desa senantiasa mengajak warganya bergotong royong dalam 
membangun desa. Bahkan tak jarang kepala desa terjun langsung mengawasi 
dan ikut dalam pembangunan fisik yang dilakukan di desanya. 
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dusun Gentingan, SS 
“Saya sangat senang bekerjasama dengan seorang kepala desa yang 
benar-benar dapat memberikan panutan, pelayanan sekaligus 
mengayomi masyarakatnya. Beliau tak pernah segan-segan membantu 
masyarakatnya. Bahkan Pak Kades sering turun langsung melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa 
ini”(catatan lapangan no: V, tanggal: 14/maret/2015) 
 
Untuk pembangunan non fisik, khususnya meningkatkan swadaya 
masyarakat. Kepala desa senantiasa mengajak dan melakukan pembinaan 
kepada generasi muda. Kepala desa juga turut aktif dalam setiap kegiatan 
organisasi pemuda yang ada di desa ini. Seperti, kepala desa turut aktif dalam 
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setiap rapat-rapat yang diadakan baik itu yang diadakan oleh kelompok tani 
maupun yang diadakan oleh organisasi pemuda. Kepala desa selalu 
memberikan masukan dan saran serta pengarahan.  
Kepala desa juga selalu mengajak warganya untuk ikut aktif dalam 
setiap kegiatan yang ada. Seperti penyuluhan pertanian, penyuluhan 
perikanan, penyuluhan kesehatan, juga kegiatan keagamaan lainnya. Kepala 
desa juga selalu memberikan pengarahan kepada warganya agar senantiasa 
memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bahkan kepala desa 
juga turut aktif dalam gotongroyong membersihkan lingkungan.  
Dari pernyataan-pernyataan di atas, peneliti mengambil kesimpulan 
bahwa Bapak Kepala Desa Sidoagung benar-benar telah melakukan kerja 
sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Bahkan beliau 
dengan caranya sendiri mengajak masyarakatnya untuk berperan aktif dalam 
setiap program pemberdayaan masyarakat yang ada di desanya. Sehingga 
masyarakat desa dapat memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. 
Diantara lain; meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, 
meningkatkan kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian 
warga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Kepala desa dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan dana 
dari pemerintah. Kepala desa juga selalu bersikap transparan baik masalah 
pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang didapatkan desa 
baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir semua bantuan yang 
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yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. Begitu pula dengan 
dalam mengambil suatu kebijakan, kepala desa selalu melakukan koordinasi 
dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan masukan.  
Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sidoagung dalam proses 
pelaksanaan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat selalu melibatkan 
unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar 
peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina 
kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa dan 
mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sebagai berikut. 
a. Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat 
Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting 
dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang 
dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam 
melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang 
dilakukan seorang kepala desa.  
Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan 
masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat 
penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi 
perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar 
perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus 
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dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program 
pemberdayaan masyarakat.  
Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala 
desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu 
memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat 
ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari 
pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik 
melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa 
menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu 
sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. 
Sebagai pemimpin di Desa Sidoagung, kepala desa membina 
kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan 
kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam 
kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
Sebagai desa swadaya yang penduduknya sebagian besar adalah berprofesi 
sebagai seorang petani, kegaiatan-kegiatan dalam pertanian pun dilakukan 
secara bergotong-royong. Misalnya dalam membangun saluran irigasi 
tersier, para warga khususnya pemuda melakukan secara bersama-sama. 
Seperti diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang ada di 
desa ini, TS.  
“Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini selalu bergotong 
royong. Salah satu contohnya saat membangun saluran irigasi tersier, 
para warga saling bergotong royong karena warga di sini juga 
kebanyakan adalah buruh bangunan, sehingga tidak perlu lagi 
membayar buruh untuk mengerjakan pembangunan di 




Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada 
warganya, kepala desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat 
melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa 
terhindar dari perbuatan asusila seperti minum-minum, berjudi, dan 
perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. Kegiatan 
pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dengan 
cara memperingati hari besar keagamaan, selain itu juga dengan 
melakukan pengajian rutin tiap bulannya. Pembinaan dengan pendekatan 
keagamaan dilakukan sejak dini melalui TK/TPA di mesjid-mesjid tiap 
dusun. Senada dengan salah satu tokoh keagamaan yang ada di desa ini 
MS mengatakan: 
“Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa Sidoagung 
untuk melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong 
di tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk 
kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali 
silaturrahim dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin, 
disertai dengan ceramah agama biasanya banyak dihadiri oleh 
anak-anak muda, ibu-ibu, dan lansia. Mungkin tujuan dari 
pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini 
kepada generasi muda” (catatan lapangan no: VI, tanggal: 
19/maret/2015) 
  
Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial 
masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat 
Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga 
desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan 
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dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan 
kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. 
Berbagai teori mengatakan, bahwa kesadaran dan partisipasi warga 
desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Sedangkan untuk 
menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha-usaha 
pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam 
meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak 
tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan atau 
Kepala Desa. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah 
satu tokoh masyarakat di Desa Sidoagung “ST” beliau menyatakan:  
“Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada 
kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di daerah 
kami. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh 
masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya 
pembangunan di desa kami sangat bergantung kepada 
kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa” (catatan 
lapangan no: V, tanggal: 14/maret/2015) 
 
Selain itu, kepala desa juga membina kehidupan warganya tidak 
hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tapi juga melalui kegiatan-
kegiatan non-formal. Kepala desa senantiasa mengajak warganya 
berdialog khususnya pemuda-pemuda desa, saling berbincang-bincang dan 






Hal ini diungkapkan oleh salah seorang warga dusun Gentingan, 
SG mengatakan: 
“Saya sangat senang memiliki kepala desa seperti Pak Edy, beliau 
sangat ramah dan perhatian terhadap warganya. Beliau juga selalu 
membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan, bahkan 
beliau tak pernah membeda-bedakan warganya. Beliau selalu 
mengajak masyarakat di desa ini untuk berdiskusi. Beliau juga 
dekat dengan warganya, apalagi pemuda-pemuda desa. Beliau 
selalu memberikan nasehat dan mengajak masyarakat di desa ini 
untuk selalu shalat berjamaah di mesjid-mesjid” (catatan lapangan 
no: IX, tanggal: 29/maret/2015) 
 
 
Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala 
desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta 
manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan 
akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga desa 
umumnya dan dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan 
inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa 
membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya. Dalam membina 
kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua 
warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan 
sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat. 
APB desa merupakan anggaran pemerintah desa yang diwujudkan 
dalam bentuk angka, pada hakikatnya APB desa adalah program tahunan. 
Anggaran desa yang tertuang dalam APB desa merupakan satu kesatuan 
yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan.  
Penggunaan ADD Desa Sidoagung telah sesuai dengan PP 72 
Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf C, dimana 30% dari ADD digunakan 
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untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sedangkan 70% 
digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.  
Senada dengan hal di atas, Ketua BPD Desa Sidoagung US 
mengatakan: 
“BPD selaku pengawas dan penampung aspirasi warga desa dalam 
pengelolaan perekonomian desa. Penyusunan APB desa didasarkan 
pada partisipasi masyarakat. Penggunaan ADD juga telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana, 30% 
dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD 
sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. BPD juga menjalankan fungsinya dalam mengawasi 
pengelolaan ADD, dimana kepala desa selalu melaporkan kondisi 
keuangan desa” (catatan lapangan no: IV, tanggal: 12/maret/2015) 
 
Meskipun Desa Sidoagung baru merencanakan BUMDes namun 
desa ini memiliki beberapa industri besar/ kecil yang dikelola oleh pihak 
swasta dan masyarakat Desa Sidoagung sendiri. Adapun industri 













Tabel 5. Industri di Desa Sidoagung 
Fasilitas Ekonomi Jumlah 
Pasar Tradisional 1 
Pasar Modern/Supermarket/Mall 9 
Pertokoan 8 + 29 unit toko 
Warung Kelontong 41 
Warung Telekomunikasi 5 
Warung Makan/Restoran 26 
Koperasi Simpan Pinjam 2 
Kelompok Simpan Pinjam 40 
Pangkalan Minyak Tanah 5 
Laundry 10 
Perbengkelan 23 
Rental Mobil 1 
Bapelkes DIY 1 
Sumber : Profil Desa Sidoagung Tahun 2015-2020 
Dengan adanya industri tersebut sedikit banyak membantu 
perekonomian desa. Dengan menjadikan penduduk Desa Sidoagung 
sebagai tenaga kerja baik itu wanita maupun laki-laki. Kepala desa 
membuka peluang kepada swasta dalam mengelola potensi yang dimiliki 
desa dengan tujuan agar perekonomian di desa dapat semakin meningkat, 
dan tidak hanya mengandalkan potensi pertanian dan perikanan saja tetapi 
juga mengembangkan potensi lain yang masih perlu dikembangkan. Hal 




Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih 
bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Setiap 
tiga bulan sekali kepala desa rutin memeriksa buku administrasi keuangan 
desa dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan agar 
pengeluaran telah sesuai dengan yang ditetapkan anggaran desa yang 
kemudian melaporkannya pada BPD. Pembinaan perekonomian desa juga 
dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh 
Desa Sidoagung selain dengan mengembangkan potensi pertanian dan 
perikanan. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam 
mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. 
b. Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan  
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan 
menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di 
mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini 
beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih 
memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan 
masyarakat. 
Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat 
merupakankan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada 
kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan 
aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam 
perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di 
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desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam 
menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila 
mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat 
desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau 
komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 
Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan 
potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan 
dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. 
Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Sidoagung 
dilaksanakan melalui musyawarah. Kepala desa selalu melakukan 
koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan. 
Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa juga selalu 
berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah.  
Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab 
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat 
adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat 
pada setiap pembangunan di desa merupakan kunci keberhasilan 
pembangunan. 
Kepala desa mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif 
melalui organisasi yang ada di desa. Sehingga komunikasi antara aparat 
pemerintah dengan warganya dapat terjalin melalui organisasi desa. 
Sebagai desa agraris, Desa Sidoagung memiliki organisasi kelompok tani 
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di setiap dusunnya agar dapat mewadahi petani dalam meningkatkan nilai 
tambah usaha tani dan produksi pertanian dan perikanan. Sehingga setiap 
kebijakan yang akan diambil oleh kepala desa khususnya dalam hal 
pertanian dan perikanan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu pada 
kelompok tani dan tokoh masyarakat.  
Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses 
pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi 
kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu 
dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi mendorong setiap warga 
masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat 
dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya 
berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau 
lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses 
pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala desa adalah 
sebagai fasilitator dalam pembangunan. Kepala desa juga tidak pernah 
membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar 
masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.  
Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah 
struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan 
masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini 
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pemerintah desa menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang 
No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-
Undang No 32 Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk 
menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan 
dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang Pemerintahan Kelurahan 
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tentang Pemerintahan 
Desa.  
Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah 
penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip 
demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh 
daerah. Perencanaan pembangunan didaerah pedesaan tidak dapat 
dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan 
unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
menjadi tonggak strategis dalam pembangunan desa.  
Adapun bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat di 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman yaitu apabila 
masyarakat yang bersangkutan membutuhkan pelayanan misalnya 
perbaikan di bidang pertanian maka aparat pemerintah Desa berupaya 
semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada 
warganya. Kondisi diatas sesuai  dengan hasil wawancara yang penulis 
lakukan dengan ketua kelompok tani Gapoktan Desa Sidoagung “SJ”  
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dimana peneliti menanyakan tentang betuk pelayanan pemerintah desa 
dalam bidang pertanian. Berikut ini adalah pernyataan yang diberikan oleh 
SJ:  
“Hasil panen gagal tidak bisa sepenuhnya disebabkan karena 
kesalahan petani, tetapi pemerintah desa harus juga bertanggung 
jawab terhadap kegagalan panen karena kurangnya perhatian untuk 
memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi panen yang gagal, 
karena itu dengan adanya upaya pemerintah desa untuk 
menghubungi dinas pertanian agar rutin memberikan penyuluhan 
dan informasi tentang tata cara bertani yang benar dan sebagainya 
dianggap sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami” 
(catatan lapangan no: VIII, tanggal: 22/maret/2015) 
 
Berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi pelayanan terhadap 
masyarakat di Desa Sidoagung dapat dilihat pada pelayanan yang 
diberikan oleh aparat pemerintah Desa kepada masyarakat yang 
berkepentingan. Sehubungan dengan pelayanan ini ada beberapa indikator 
yang dijadikan sebagai ukuran untuk melihat efektivitasnya yaitu 
kesadaran dan kebijaksanaan oleh Kepala Desa serta aparat pemerintah 
Desa yang lain terhadap pelayanan masyarakat setempat. Sebagaimana 
halnya dengan pelayanan birokrasi pemerintah pada umumnya, setiap 
pelayanan harus melalui prosedur dan mekanismenya.   
Prosedur pelayanan masyarakat tersebut sangat terkait dengan 
fungsi Kepala Desa dalam mengembangkan organisasi pemerintahannya 
baik itu terhadap kegiatan administrasinya maupun dalam bidang 
pembangunan atau pelaksanaan pengawasan serta pembinaan terhadap 
masyarakat Desa. Salah satu upaya maksimal yang telah dilakukan oleh 
pemerintah desa Sidoagunng adalah membuat kotak saran dalam rangka 
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menampung berbagai aspirasi yang diletakkan di depan pintu kantor desa. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidoagung “EU” 
menyatakan: 
“Sebagai bentuk kepedulian  kami akan berbagai permasalahan 
yang terjadi pada warga, kami menyediakan kotak saran untuk 
menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang 
mungkin malu atau enggan menyampaikan secara langsung 
berbagai kendala yang dihadapi. Meskipun demikian dalam 
berbagai kesempatan ketika ada rembug desa, saya selaku yang 
dipercayakan memimpin mereka menyampaikan bahwa semua 
saran dan aspirasi jika bernilai positif akan ditampung dan 
ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan 
anggaran yang tersedia” (catatan lapangan no: I, tanggal: 
5/maret/2015) 
 
Sekalipun demikian upaya pelayanan yang diberikan oleh 
pemerintah desa berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa 
masyarakat khususnya dari kelompok karang taruna menyatakan bahwa 
kadang-kadang yang cukup menyulitkan dalam pemberian pelayanan 
adalah prilaku aparat yang seringkali memilah milah bahkan tidak 
memberikan toleransi terhadap persoalan masyarakat yang dihadapi.  
Kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dianggap bisa 
memberikan kesenjangan antara warga yang satu dengan warga yang lain. 
Meskipun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan ketua karang 
taruna Desa Sidoagung Kecamatan Godean, ”S” bahwa mereka bisa 
memahami bentuk perlakuan dalam pemberian pelayanan karena tidak 
semuanya langsung bisa dipenuhi, dalam arti mereka tetap bisa mentolerir 
dan memahami kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa. 
Berikut ini adalah petikan hasil wawancara dengan Sigit S sebagai berikut: 
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“Sebagai ketua karang taruna di Desa Sidoagung, kami 
menganggap pelayanan pemerintah desa belumlah maksimal 
meskipun sebahagian besar masyarakat menganggap pemerintah 
desa telah berbuat yang terbaik untuk warganya. Pemerintah Desa 
terkadang masih diatur oleh pemerintah diatasnya untuk 
melakukan berbagai perbaikan pembangunan untuk kesejahteraan 
rakyat, padahal kami menginginkan perbaikan sarana dan 
prasarana khususnya untuk kepentingan para pemuda yang 
didahulukan,tapi kami menyadari dan paham akan kebijakan yang 
dilakukan oleh pemerintah desa...” (catatan lapangan no: XI, 
tanggal: 18/april/2015) 
 
Sejalan dengan pandangan ketua karang taruna, Kabag. Umum 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, “W” yang 
diwawancarai  memberikan alasan bahwa semua permintaan dan masukan 
dari warga masyarakat berusaha untuk dipenuhi namun semuanya harus 
berjalan sesuai proses yang telah ditetapkan. 
“Sebenarnya tidak ada istilah memilah-milah bentuk pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat, apalagi tidak ditanggapi namun 
realisasi yang diharapkan dari pemerintah diatas kami belum 
menyetujui, jadi semuanya harus menunggu sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Kalaupun ada perlakuan dari aparatur desa 
yang dianggap diskriminatif atau membeda-bedakan pelayanan itu 
disebabkan karena terbatasnya staf Pemerintah Desa, sehingga 
kadang kurang memperhatikan masyarakat yang datang yang 
meminta pelayanan” (catatan lapangan no: II, tanggal: 
6/maret/2015) 
 
Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa 
percaya masyarakat desa kepada pemerintahnya. Rasa percaya ini akan 
tumbuh bila masyarakat memperoleh pelayanan dan kesempatan yang 
setara. Koordinasi pembangunan desa secara partisipatif dilakukan kepala 
desa dengan mengajak warga masyarakat untuk bermusyawarah dalam 
setiap kebijakan.  
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Efektifnya masyarakat dalam suatu program atau suatu kebijakan 
seperti halnya kebijakan tentang pelaksanaan dalam upaya meningkatkan 
pembangunan Desa tidak terlepas dari dukungan atau partisipasi 
masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang ada. 
Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 (dua) aspek yakni 
bagi pemerintah Desa dan bagi masyarakat itu sendiri.  
Bagi pemerintah fungsi atau peranan dimaksud untuk melakukan 
penataan sehingga tercipta tata ruang yang berdaya guna sehingga 
pemanfaatan ruang dapat dioptimalkan sesuai dengan peruntukannya dan 
juga menciptakan efektif bangunan sehingga tampak keindahan Desa yang 
aman dan tertib. Selain dari aspek tersebut juga dimaksudkan sebagai 
sumber pendapatan Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dalam hal ini pengembangan organisasi 
yang lebih baik.  
Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, 
sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan 
efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam 
suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. 
Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah 
mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang 
banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. 
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Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat 
dikembangkan di desa. 
b.  Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal. 
Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam 
proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa.  
c.  Pengembangan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup 
agar dapat didaya gunakan secara berkelanjutan.  
Dengan mengacu kepada uraian yang berkaitan dengan 
pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala 
Desa Sidoagung terutama yang berkaitan dalam bidang pengembangan 
terhadap masyarakat  maka sasaran utama yang harus dikembangkan 
sesuai hasil rembug desa adalah pengembangan sumber daya manusia 
(SDM). Karena itu salah satu bidang yang menjadi perhatian aparatur 
pemerintah desa adalah  peningkatan pendidikan baik itu pendidikan 
formal maupun pendidikan non formal.  
Di Desa Sidoagung ini dalam hal peningkatan pendidikan non 
formal terdapat 2 kelompok paket B, 1 kelompok paket C dan juga di Desa 
Sidoagung terdapat 2 buah taman kanak-kanak, 2 buah sekolah dasar, 1 
Madrasah Aliyah, dan 2 Sekolah Menengah Kejurusan membuktikan 
bahwa betapa besar peranan pemerintah desa dalam peningkatan 
pendidikan sehingga anak-anak yang tamat SMP tidak lagi menganggur 
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atau drop out tetapi dapat melanjutkan pendidikannya ke SMK yang ada di 
desa ini. 
Salah satu usaha Kepala Desa dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan pada setiap pertemuan selalu menghimbau kepada 
masyarakatnya agar mau menyekolahkan anaknya baik di TK, SD, SMP 
dan SMA agar tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidoagung 
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ini dapat meningkat dibanding 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini sangat sesuai dengan hasil 
wawancara yang dilakukan kepada tokoh masyarakat yaitu Totok 
Suwaryanto sebagai tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pendidikan. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh  “TS” sebagai berikut: 
“Kepedulian pemerintah desa dalam mengembangkan sumber daya 
manusia terutama dalam bidang pendidikan sangatlah besar 
terbukti dengan dibangunnya sarana belajar yang peruntukannya 
bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa yang 
ingin menambah wawasannya. Kerjasama dengan dinas pendidikan 
sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat” (catatan 
lapangan no: I, tanggal: 21/maret/2015) 
 
Dari pernyataan-pernyataan di atas, peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa Bapak Kepala Desa Sidoagung benar-benar telah 
melakukan kerja sama dengan pemerintah dalam pemberdayaan 
masyarakat. Bahkan beliau dengan caranya sendiri mengajak 
masyarakatnya untuk berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan 
masyarakat yang ada di desanya. Sehingga masyarakat desa dapat 
memperoleh manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Diantara lain; 
meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pertanian, meningkatkan 
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kemandirian petani dan warga, meningkatkan perekonomian warga, 
meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
Kepala desa dalam menyikapi ini bisa terbantu dengan bantuan 
dana dari pemerintah. Kepala desa juga selalu bersikap transparan baik 
masalah pemberdayaan masyarakat maupun masalah bantuan yang 
didapatkan desa baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Hampir 
semua bantuan yang yang masuk ke desa selalu dirapatkan dengan warga. 
Begitu pula dengan dalam mengambil suatu kebijakan, kepala desa selalu 
melakukan koordinasi dengan anggotanya serta menerima setiap saran dan 
masukan.  
Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sidoagung dalam proses 
pelaksanaan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat selalu 
melibatkan unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan 
keputusan. Agar peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat 
dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator 
perannya yaitu: 
a Membina kehidupan masyarakat desa  
b Membina perekonomian desa  







2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung 
a. Faktor Pendukung 
1) Keturunan 
Keturunan bagi masyarakat desa merupakan hal yang perlu 
diperhatikan jika hendak melaksanakan perannya sebagai seorang 
kepala desa, karena di dalam masyarakat desa masih terdapat 
sekelompok masyarakat yang senantiasa mempertahankan nilai-nilai 
dan norma-norma masyarakat yang masih sangat kental.  
Keturunan yang dimaksud di sini adalah karena nenek 
moyangnya, orang tuanya, bahkan keluarganya pada zaman dahulu 
memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat sehingga ia 
memperoleh pengakuan masyarakat akan keberdaannya dalam 
masyarakat secara turun temurun walaupun telah terjadi pergeseran 
nilai-nilai tapi dikalangan masyakat desa masih diakui sebagai tokoh, 
sebagai panutan yang mempunyai pengaruh secara kharismatik. 
Masyarakat di Desa Sidoagung sendiri masih menjunjung 
tinggi nilai dan norma-norma yang sifatnya turun temurun yang ada 
dalam masyarakat. Walaupun masyarakat desa sudah mengalami 
pergeseran budaya dan kultur, namun ada nilai-nilai dan norma-norma 
tertentu yang masih sangat dijaga oleh warga desa yang sifatnya 
bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dalam 
menjalankan perananya sebagai seorang kepala desa dalam kehidupan 
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sehari-hari maka faktor keturunan sangat diperhatikan. Hal ini senada 
dengan yang dikatakan oleh Kepala Dusun Gentingan SS  mengatakan: 
“Dalam memilih seorang pemimpin desa saya dan sebahagian 
besar masyarakat sangat memperhatikan keturunannya. Karena 
walaupun seseorang yang mau menjadi kepala desa tersebut 
memiliki pendidikan yang tinggi, namun dari segi keturunan 
dia tidak punya darah biru dan hanya warga biasa maka saya 
tidak akan memilihnya karena saya tidak mau dipimpin oleh 
seorang kepala desa yang tidak jelas asal-usulnya, beda dengan 
Pak Edy, beliau adalah Keturunan keluarga yang dulu pernah 
jadi Lurah dan seorang pemuka agama. Selain itu juga pilihan 
dari masyarakat jadi sepantasnya beliau menjadi pemimpin 
desa ini” (catatan lapangan no: V, tanggal: 14/maret/2015) 
 
2) Kewibawaan 
Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka 
kepala desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya 
maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan 
harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi 
pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia 
harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang 
pemimpin ia harus memiliki wibawa. Adapun pengertian kewibawaan 
dapat didefenisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri 
seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan 
kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.  
Kepala desa  dalam mengambil sebuah kebijakan, beliau juga 
melihat dari berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang sehingga 
keputusan yang dia ambil pun bijaksana demi terwujudnya tujuan 
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bersama maka secara tidak langsung kewibawaan tersebut akan 
terpancar dalam diri seorang pemimpin tersebut. 
Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang 
pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang 
pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam 
mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, 
apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari 
mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain 
demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan 
pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan 
dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak 
langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin. Hal ini senada 
dengan yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat Desa 
Sidoagung, ST  mengungkapkan: 
“Kepala desa itu seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan 
rakyatnya. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang 
ramah dan peduli terhadap masyarakatnya, dekat dengan 
pemuda-pemuda desa. tapi kedekatan dan keakraban dengan 
masyarakatnya tidak berarti beliau kehilangan wibawa. Pak 
Lurah adalah tipe orang yang pandai bergaul dan pandai 
menempatkan diri. Walau dia adalah seorang pemimpin di desa 
ini, tapi saat berbicara dengan orang yang lebih tua darinya 
beliau sangat sopan dan santun dalam berbicara, jadi tak heran 
jika beliau sangat disukai oleh masyarakat” (catatan lapangan 





Hal senada juga diungkapkan oleh Kabag. Kemasyarakatan 
yang menjadi teman kerja Kepala Desa dalam memimpin, RR. 
mengatakan: 
“Saya sangat senang bekerja sama dengan kepala desa, Bapak 
adalah sosok pemimpin yang baik dan menurut saya, bisa 
dikatakan berwibawa, karena dekat dengan masyarakatnya, dan 
mengikuti norma-norma yang ada khususnya dalam memimpin 
warga dan aparatnya. Beliau juga cerdas dan bijaksana dalam 
memimpin. Itu dapat terlihat jelas saat ia memimpin rapat, 
meski bisa dikatakan beliau masih muda tapi pendapat dan 
nasehat beliau didengarkan oleh semua masyarakat baik itu 




Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang 
memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan 
menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan 
bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya 
karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah 
orang lain. 
b. Faktor Penghambat 
1) Kondisi Penduduk 
Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila 
seseorang kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat 
yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang 
sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam 
mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak 
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mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah 
pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. 
Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kabag. Umum 
W mengatakan: 
“Kondisi penduduk desa yang beraneka ragam pada awalnya 
cukup menyulitkan beliau dalam menjalankan tugasnya apalagi 
pada saat itu kondisi penduduk masih terdapat sekat-sekat 
setelah pilkades tetapi dengan seiring waktu hal ini dapat beliau 
atasi dengan cara selalu mengajak masyarakat desa berdialog 
dan kepedulian yang tinggi tanpa membeda-bedakan 
warganya” (catatan lapangan no: II, tanggal: 6/maret/2015) 
 
2) Partisipasi Penduduk 
Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh 
kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah 
komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses 
pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan 
rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah 
melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya 
mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari 
awal, proses, dan perumusan hasil.  
Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan 
masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari 
pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk 
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menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau 
gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.  
Seperti yang diungkapkan oleh Kepala  Desa Sidoagung, EU 
mengatakan: 
“Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan 
masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal 
pemberdayaan kan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat 
sehinga menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya 
berusaha keras dengan mendekatkan diri dengan masyarakat 
sehingga masyarakat tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam 
pemberdayaan masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu 
ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Saya mengajak 
masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan yang 
diadakan oleh pemerintah baik tingkat kecamatan maupun 
tingkat kabupaten. Karena kelancaran proses pemberdayaan 
akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari mulai proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi” (catatan lapangan no: 
I, tanggal: 5/maret/2015) 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Kabag. Kemasyarakatan, 
RR. mengatakan: 
“Kurangnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu 
tantangan besar yang dihadapi oleh kepala desa, hal ini karena 
warga desa cenderung tidak perduli dan lebih sibuk bekerja, 
sehingga mereka kurang tertarik dengan urusan pemerintahan 
khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi berkat 
kegigihan kepala desa dalam mengajak warganya dan 
mendekatkan diri dengan masyarakat desa, sedikit demi sedikit 
masyarakat mulai membuka diri dan mulai tertarik untuk 
berpartisipasi dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat” 
(catatan lapangan no: III, tanggal: 9/maret/2015) 
 
3) Fasilitas atau Peralatan 
Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan 
fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya 
fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu 
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kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah 
tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya 
pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam 
pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. 
Kegiatan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh 
ketersedianya fasilitas atau peralatan, misalnya dalam rapat desa dan 
kegiatan penyuluhan pertanian akan berjalan lancar jika tersedianya 
tempat beserta peralatan tulis menulis misalnya papan tulis (black 
board), LCD, dan Laptop yang digunakan dalam rapat dan penyuluhan. 
Contohnya saja saat melakukan penyuluhan pertanian, masyarakat 
tidak begitu paham dengan apa yang disampaikan oleh penyuluh 
karena hanya berupa penjelasan saja tanpa menggunakan papan tulis 
dan LCD sehingga masyarakat tidak begitu paham dan tertarik dalam 
mengikuti penyuluhan. Hal ini juga berdampak pada program 
pemberdayaan masyarakat yang lain. 
Hal ini diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat desa 
dan Ketua Karang Taruna Desa S mengatakan: 
“Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitas sangat dibutuhkan 
untuk menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik, 
contohnya saja saat ada penyuluhan pertanian yang diberikan 
oleh dinas pertanian daerah, warga kurang tertarik dan paham 
karena penyampaian hanya seperti orang berpidato. Sehingga 
warga desa kurang tertarik dan memahami. Beda jika 
menggunakan fasilitas seperti laptop karena bisa langsung 
dilihat materinya dan bisa ditampilkan jenis-jenis hama dan 
cara pengolahan sawahnya. Jadi fasilitas dan peralatan sangat 
mempengaruhi dalam pemberdayaan masyarakat” (catatan 




Olehnya itu, dari data di atas dapat dilihat faktor fasilitas atau 
peralatan teknologi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 
pencapaian pembangunan. Semakin lengkap dan canggih fasilitas atau 
peralatan teknologi yang tersedia di desa akan membuat partisipasi 
masyarakat akan meningkat, sebaliknya semakin tidak lengkap fasilitas 
dan peralatan yang tersedia akan membuat partisipasi masyarakat 
menurun. 
Dari pernyataan- pernyataan diatas peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi peranan kepala 
desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung yaitu ada 
faktor pendukung dan faktor penghambat. 
a. Faktor Pendukung yang terdiri atas: 
1. Kewibawaan dalam memimpin 
2. Kekuasaan 
3. Keturunan  
b. Faktor Penghambat yang terdiri atas: 
1. Kondisi penduduk yang beraneka ragam  
2. Partisipasi penduduk  







C.  Pembahasan 
1. Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung  
Kepala desa merupakan pimpinan tertinggi di desa. Oleh karena itu 
kepala desa bertanggung jawab penuh atas roda pemerintahan yang ada di 
desa. Selain pemimpin dalam roda pemerintahan, kepala desa juga memiliki 
peranan penting dalam pembangunan yang ada di desa. Sebagaimana diatur 
dalam Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005 pembangunan desa menjadi 
tanggung jawab kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan.  
Kepala desa adalah merupakan orang pertama yang mengemban tugas 
dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggung jawab 
yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam 
urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, 
ketentraman dan ketertiban sesuai dengan perundang-undanganyang berlaku 
dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat 
sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. (Soemarno dan 
Dardjosumardjono, 1984 : 25)  
Di Desa Sidoagung terdapat banyak program pemberdayaan 
masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup pembangunan fisik 
desa dan pembangunan non-fisik yang menitik beratkan pada pembinaan 
generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita. 
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Hal ini menunjukkan bahwa Desa Sidoagung dalam proses 
pelaksanaan pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat selalu melibatkan 
unsur masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar 
peranan kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan 
masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina 
kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, dan 
mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif sebagai berikut. 
a. Peranan Kepala Desa Dalam Pembinaan Masyarakat 
Keteladanan merupakan unsur yang memegang peranan penting 
dan sangat menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Agar bawahan atau orang yang 
dipimpinnya dapat mengikuti apa yang dikehendakinya dalam 
melaksanakan tugas. Hal ini kita bisa kita lihat dari cara pembinaan yang 
dilakukan seorang kepala desa.  
Salah satu wewenang kepala desa adalah membina kehidupan 
masyarakat desa. Pembinaan merupakan salah satu unsur yang sangat 
penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, baik itu pembinaan bagi 
perangkat desa maupun bagi masyarakatnya. Tujuannya adalah agar 
perangkat desa dan warga masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus 
dikerjakan serta timbul kemauan untuk ikut aktif dalam setiap program 
pemberdayaan masyarakat.  
Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala 
desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu 
106 
 
memang dianut oleh warga desa yakni semangat gotong royong yang saat 
ini sudah mulai terkikis untuk dibangkitkan kembali. Tujuan dari 
pemberdayaan ini adalah perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik 
melalui pembinaan kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya kepala desa 
menggunakan konsep kesadaran dan kemauan dari dalam masyarakat itu 
sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. 
Sebagai pemimpin di Desa Sidoagung, kepala desa membina 
kehidupan masyarakatnya dengan semangat gotong royong. Menghadirkan 
kembali semangat gotong royong diantara warganya. Baik itu dalam 
kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
Sebagai desa swadaya yang penduduknya sebahagian besar adalah 
berprofesi sebagai seorang petani, kegaiatan-kegiatan dalam pertanian pun 
dilakukan secara bergotong-royong. Misalnya dalam membangun saluran 
irigasi tersier, para warga khususnya pemuda melakukan secara bersama-
sama.  
Selain menanamkan kembali semangat gotong royong pada 
warganya, kepala desa juga melakukan pembinaan kehidupan masyarakat 
melalui pendekatan keagamaan. Hal ini agar kehidupan masyarakat desa 
terhindar dari perbuatan asusila seperti minum-minum, berjudi, merampok 
dan perbuatan-pebuatan lainnya yang melanggar norma dan kaidah. 
Kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat melalui pendekatan 
keagamaan dengan cara memperingati hari besar keagamaan, selain itu 
juga dengan melakukan pengajian rutin tiap bulannya. Pembinaan dengan 
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pendekatan keagamaan dilakukan sejak dini melalui TK/TPA di mesjid-
mesjid tiap dusun.  
Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang dimaksudkan 
untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial 
masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat 
Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga 
desa. Dalam prakteknya, peran dan prakarsa pemerintah masih dominan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan maupun untuk meningkatkan 
kesadaran dan kemampuan teknis warga desa dalam pembangunan desa. 
Selain itu, kepala desa juga membina kehidupan warganya tidak 
hanya melalui kegiatan-kegiatan formal tapi juga melalui kegiatan-
kegiatan non-formal. Kepala desa senantiasa mengajak warganya 
berdialog khususnya pemuda-pemuda desa, saling berbincang-bincang dan 
mengajak warganya untuk berbincang-bincang secara terbuka. 
Aktivitas pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan oleh kepala 
desa lebih bersifat penjelasan akan makna, dan maksud, tujuan, serta 
manfaat dari pemberdayaan masyarakat. Sebab bagaimana pembangunan 
akan dilaksanakan, lebih banyak dimusyawarahkan dengan warga desa 
umumnya dan dengan tokoh masyarakat khususnya. Melalui pembinaan 
inilah dibangkitkan semangat kemauan serta ditumbuhkan jiwa 
membangun dalam diri warga desa agar lebih berdaya. Dalam membina 
kehidupan masyarakat, kepala desa menyatukan dirinya terhadap semua 
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warga dimanapun dan dalam keadaan apapun dan tidak menciptakan 
sekat-sekat antara pemerintah dengan masyarakat. 
APB desa merupakan anggaran pemerintah desa yang diwujudkan 
dalam bentuk angka, pada hakikatnya APB desa adalah program tahunan. 
Anggaran desa yang tertuang dalam APB desa merupakan satu kesatuan 
yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan.  
Penggunaan ADD Desa Sidoagung telah sesuai dengan PP 72 
Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf C, dimana 30% dari ADD digunakan 
untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sedangkan 70% 
digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.  
Meskipun Desa Sidoagung baru merencanakan BUMDes namun 
desa ini memiliki beberapa industri besar/ kecil yang dikelola oleh pihak 
swasta dan masyarakat Desa Sidoagung sendiri.  
Dengan adanya industri tersebut sedikit banyak membantu 
perekonomian desa. Dengan menjadikan penduduk Desa Sidoagung 
sebagai tenaga kerja baik itu wanita maupun laki-laki. Kepala desa 
membuka peluang kepada swasta dalam mengelola potensi yang dimiliki 
desa dengan tujuan agar perekonomian di desa dapat semakin meningkat, 
dan tidak hanya mengandalkan potensi pertanian dan perikanan saja tetapi 
juga mengembangkan potensi lain yang masih perlu dikembangkan. Hal 




Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih 
bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. Setiap 
tiga bulan sekali kepala desa rutin memeriksa buku administrasi keuangan 
desa dengan tujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan agar 
pengeluaran telah sesuai dengan yang ditetapkan anggaran desa yang 
kemudian melaporkannya pada BPD. Pembinaan perekonomian desa juga 
dilakukan dengan memanfaatkan dan menglola potensi yang dimiliki oleh 
Desa Sidoagung selain dengan mengembangkan potensi pertanian dan 
perikanan. Kepala desa juga membuka peluang swasta dalam 
mengembangkan potensi desa guna meningkatkan perekonomian desa. 
b. Peranan Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan 
Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan 
menjadi lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, di 
mana paradigma pelayanan masyarakat yang telah berjalan selama ini 
beralih dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih 
memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan 
masyarakat. 
Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa dalam 
memberdayakan masyarakat, besar kecilnya partisipasi masyarakat 
merupakankan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada 
kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan 
aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam 
perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di 
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desa. Sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam 
menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Persepsi akan timbul bila 
mana dalam menjalankan tugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat 
desa. Prosedur yang dipersulit dijadikan kepentingan pribadi atau 
komunitas yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. 
Pembangunan partisipasi merupakan upaya untuk memberdayakan 
potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan 
dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah. 
Hampir setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Sidoagung 
dilaksanakan melalui musyawarah. Kepala desa selalu melakukan 
koordinasi dengan perangkat desanya dalam melakukan setiap kegiatan. 
Selain berkoordinasi dengan bawahannya, kepala desa juga selalu 
berkoordinasi dengan atasannya seperti camat dan pemerintah daerah.  
Pada dasarnya pembangunan desa merupakan tanggung jawab 
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat 
adalah sasaran sekaligus pelaku pembangunan. Keterlibatan masyarakat 
pada setiap pembangunan di desa merupakan kunci keberhasilan 
pembangunan. 
Kepala desa mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif 
melalui organisasi yang ada di desa. Sehingga komunikasi antara aparat 
pemerintah dengan warganya dapat terjalin melalui organisasi desa. 
Sebagai desa agraris, Desa Sidoagung memiliki organisasi kelompok tani 
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di setiap dusunnya agar dapat mewadahi petani dalam meningkatkan nilai 
tambah usaha tani dan produksi pertanian dan perikanan. Sehingga setiap 
kebijakan yang akan diambil oleh kepala desa khususnya dalam hal 
pertanian dan perikanan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu pada 
kelompok tani dan tokoh masyarakat.  
Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses 
pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi 
kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu 
dasar perencanaan pembangunan. Partisipasi mendorong setiap warga 
masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat 
dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya 
berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hal ini beliau 
lakukan agar merangsang masyarakat desa untuk turut aktif dalam proses 
pembangunan. Peranan pemerintah sendiri khususnya kepala desa adalah 
sebagai fasilitator dalam pembangunan. Kepala desa juga tidak pernah 
membeda-bedakan warganya. Sehingga tidak terjadi kecemburuan antar 
masyarakat yang akan mengakibatkan pada konflik sosial.  
Semenjak gerakan reformasi digulirkan dalam rangka merubah 
struktur kekuasaan menuju demokrasi dan desentralisasi, maka kebutuhan 
masyarakat terhadap suatu pelayanan prima dari pemerintah, dalam hal ini 
pemerintah desa menjadi sangat penting. Diawali dengan Undang-Undang 
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No 22 Tahun 1999 dan selanjutnya dilakukan revisi menjadi Undang-
Undang No 32 Tahun 2004 , yang telah dijadikan landasan yuridis untuk 
menggeser fokus politik ketatanegaraan, diawali desentralisasi kekuasaan 
dari pemerintah pusat kepada daerah. Dan sekarang menjadi Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia No 73 tentang Pemerintahan Kelurahan 
dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 tentang Pemerintahan 
Desa.  
Inti dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut adalah 
penyelenggaraan pemerintahan lokal yang menekankan pada prinsip 
demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh 
daerah. Perencanaan pembangunan didaerah pedesaan tidak dapat 
dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kelurahan yang merupakan 
unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
menjadi tonggak strategis dalam pembangunan desa.  
Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, 
sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan 
efisien. Beberapa sasaran yang dapat dikembangkan atau dicapai dalam 
suatu pembangunan desa adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan. 
Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah 
mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang 
banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan. 
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Program-program pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat 
dikembangkan di desa. 
b.  Pengembangan Sumberdaya Manusia yang handal. 
Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam 
proses pembangunan desa. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu desa.  
c.  Pengembangan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup 
agar dapat didaya gunakan secara berkelanjutan.  
Dengan mengacu kepada uraian yang berkaitan dengan 
pengembangan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala 
Desa Sidoagung terutama yang berkaitan dalam bidang pengembangan 
terhadap masyarakat  maka sasaran utama yang harus dikembangkan 
sesuai hasil rembug desa adalah pengembangan sumber daya manusia 
(SDM). Karena itu salah satu bidang yang menjadi perhatian aparatur 
pemerintah desa adalah  peningkatan pendidikan baik itu pendidikan 
formal maupun pendidikan non formal.  
Salah satu usaha Kepala Desa dalam hal peningkatan mutu 
pendidikan pada setiap pertemuan selalu menghimbau kepada 
masyarakatnya agar mau menyekolahkan anaknya baik di TK, SD, SMP 
dan SMA agar tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sidoagung 
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman ini dapat meningkat dibanding 
dengan tahun-tahun sebelumnya.  
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Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa 
Sidoagung terbagi atas dua, yakni 
a. Pembangunan fisik  
Pembangunan desa yakni pembangunan dalam prasarana fisik 
yaitu pembangunan saluran irigasi, pengaspalan jalan dan cor block, 
perbaikan sekolah.  
b. Pembangunan non fisik 
Sedangkan pembangunan desa yang meliputi non fisik ada 
dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik. Peneliti 
fokuskan pada dua program pemberdayaan masyarakat, yakni 
pembinaan generasi muda dan perbaikan gizi ibu hamil dan balita.  
Dari pembahasan di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 
Bapak Kepala Desa Sidoagung benar-benar telah melakukan kerja sama 
dengan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Peranan kepala desa 
dalam pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung ada 2 yaitu 
pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Peranan kepala desa 
Sidoagung dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut: 
1) Peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat  







2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peranan Kepala Desa Dalam 
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung 
a. Faktor Pendukung 
1) Keturunan 
Menurut White (1982) bahwa nilai anak itu dapat dilihat dalam 
tiga hal yaitu: Nilai anak sebagai penerus keturunan keluarga bahwa 
anak dikatakan sebagai generasi penerus cikal bakal keluarga apabila 
orang tua sudah meninggal.  
Nilai anak sebagai jaminan sosial atau sumber keselamatan 
orang tua dimana seorang anak berkewajiban dan bertangungjawab 
untuk memperhatikan, mengurus dan merawat orang tuannya, apabila 
orang tuanya sudah tua dan sakit-sakitan serta tidak mampu lagi untuk 
mengurus dirinya sendiri. Nilai anak sebagai salah satu sumber tenaga 
kerja yang produktif dalam ekonomi keluarga. 
Keturunan bagi masyarakat desa merupakan hal yang perlu 
diperhatikan jika hendak melaksanakan perannya sebagai seorang 
kepala desa, karena di dalam masyarakat desa masih terdapat 
sekelompok masyarakat yang senantiasa mempertahankan nilai-nilai 
dan norma-norma masyarakat yang masih sangat kental.  
Keturunan yang dimaksud di sini adalah karena nenek 
moyangnya, orang tuanya, bahkan keluarganya pada zaman dahulu 
memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat sehingga ia 
memperoleh pengakuan masyarakat akan keberdaannya dalam 
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masyarakat secara turun temurun walaupun telah terjadi pergeseran 
nilai-nilai tapi dikalangan masyakat desa masih diakui sebagai tokoh, 
sebagai panutan yang mempunyai pengaruh secara kharismatik. 
Masyarakat di Desa Sidoagung sendiri masih menjunjung 
tinggi nilai dan norma-norma yang sifatnya turun temurun yang ada 
dalam masyarakat. Walaupun masyarakat desa sudah mengalami 
pergeseran budaya dan kultur, namun ada nilai-nilai dan norma-norma 
tertentu yang masih sangat dijaga oleh warga desa yang sifatnya 
bermanfaat bagi masyarakat sendiri. Oleh karena itu, dalam 
menjalankan perananya sebagai seorang kepala desa dalam kehidupan 
sehari-hari maka faktor keturunan sangat diperhatikan.  
2) Kewibawaan 
Kewibawaan berasal dari kata wibawa yang berarti kekuasaaan 
memberi perintah (yang harus ditaati) (Poerwadarminta, 2006: 1366). 
Sedangkan yang dimaksud dengan kewibawaan adalah suatu pancaran 
batin yang dapat menimbulkan pada pihak lain sikap untuk mengakui, 
menerima, dan menuruti dengan penuh pengertian atas kekuasaan 
tersebut (Tirtarahardja, 2005: 54). 
Untuk menopang kedudukannya sebagai pemimpin, maka 
kepala desa haruslah memiliki wibawa baik terhadap bawahannya 
maupun di mata masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan 
harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi bagaimana memberi 
pandangan kepada masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin ia 
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harus memiliki wibawa kepada masyarakat bahwa sebagai seorang 
pemimpin ia harus memiliki wibawa. Adapun pengertian kewibawaan 
dapat didefenisikan sebagai kekuatan yang memancar dalam diri 
seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan 
kepatuhan tanpa paksaan kepadanya.  
Tidak hanya dalam mengambil keputusan kewibawaan seorang 
pemimpin dapat terlihat, tetapi dapat juga bagaimana seorang 
pemimpin dapat mengendalikan dirinya terutama dalam 
mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi, 
apabila seorang pemimpin dapat melalui suatu proses dari 
mengendalikan diri sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain 
demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka bisa dikatakan 
pemimpin tersebut telah menggunakan kekuasaannya dengan baik dan 
dia memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung maupun tidak 
langsung berpengaruh terhadap orang yang dipimpin.  
3) Kekuasaan 
Adapun beberapa sumber-sumber kekuasaan menurut Harbani 
Pasolong (Kepemimpinan Birokrasi:107), yakni: 
a) Kekuasaan menghargai, yaitu kekuasaan yang diperoleh dari fakta 
bahwa seseorang dikenal sebagai pemberi pengaruh, mempunyai 
kemampuan untuk memberi imbalan orang lain, dikenal sebagai 
orang yang dipengaruhi, untuk melaksanakan perintah, yang 
mungkin dinyatakan atau tersirat. 
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b) Kekuasaan sah atau kekuasaan formal adalah kekuasaan yang ada 
ketika seorang bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui 
bahwa pemberi pengaruh “berhak” atau secara hukum boleh 
menggunakan pengaruh dalam kaitan tertentu. 
c) Kekuasaan keahlian adalah berdasarkan pada keyakinan atau 
pengertian bahwa pemberi pengaruh mempunyai pengetahuan 
spesifik atau kepekaan relevan yang tidak dimiliki oleh orang yang 
dipengaruhi. 
d) Kekuasaan rujukan adalah kekuasaan berdasarkan pada keinginan 
dari orang yang mempengaruhi untuk menjadi seperti atau 
menyamakan dirinya dengan pemberi pengaruh. 
Kekuasaan adalah kekuatan, legalitas, dan otoritas yang 
memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan 
menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan 
bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu menjalankan tugasnya 










b. Faktor Penghambat 
1) Kondisi Penduduk 
Kondisi-kondisi kependudukan, data dan informasi 
kependudukan akan sangat berguna dalam memperhitungkan berapa 
banyak tenaga kerja akan terserap serta kualifikasi tertentu yang 
dibutuhkan dan jenis-jenis teknologi yang akan dipergunakan untuk 
memproduksi barang atau jasa. Dipihak lain pengetahuan tentang 
struktur penduduk dan kondisi sosial ekonomi pada wilayah tertentu, 
akan sangat bermanfaat dalam memperhitungkan berapa banyak 
penduduk yang dapat memanfaatkan peluang dan hasil pembangunan 
atau seberapa luas pangsa pasar bagi suatu produk usaha tertentu 
(Todaro, 2003) 
Sebagai pemimpin masyarakat, maka sudah selayaknya apabila 
seseorang kepala desa mengetahui kondisi atau keadaan masyarakat 
yang sebenarnya. Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat yang 
sebenarnya maka dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam 
mengambil keputusan dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak 
mengetahui kondisi masyarakat maka akan menjadi suatu kesalah 
pahaman yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. 
2) Partisipasi Penduduk 
Berbagai hal yang terjadi dan menjadi pengalaman yang kurang 
menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang 
mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan 
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pandangannya tentang suatu program yang diselenggarakan 
pemerintah. Karena sering dilandasi oleh persepsi yang kurang positif 
maka keterlibatan yang ada sering merupakan partisipasi semu. 
Keadaan yang demikian itu bila sering terjadi maka akan berakibat 
kurang lancarnya kegiatan sesuaii dengan rencana sehingga 
menyulitkan usaha pencapaian tujuan program secara utuh dan mantap 
(Sutopo, 1996: 132). 
 Hambatan yang sering muncul ketika partisipasi masyarakat 
terhadap suatu program pemerintah kurang maksimal bisa secara 
internal, berupa hambatan sosio-kultural, dan eksternal, hambatan dari 
birokrasi pemerintah (Miftah Thoha,tth: 11-17) 
Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh 
kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah 
komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses 
pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan 
rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah 
melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya 
mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari 
awal, proses, dan perumusan hasil.  
Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan 
masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari 
pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat 
diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk 
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menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau 
gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.  
3) Fasilitas atau Peralatan 
Fasilitas yang lengkap dan relevan dengan tujuan pembelajaran 
akan dapat membantu pencapaian hasil belajar yang optimal. 
Pengertian fasilitas berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 
415) adalah sesuatu yang dapat membantu memudahkan pekerjaan, 
tugas dan sebagainya 
Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah desa membutuhkan 
fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya 
fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu 
kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah 
tersedianya kantor desa dalam menunjang terselenggaranya 
pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam 
pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya. 
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaaan 
masyarakat di desa Sidoagung ada 2 yaitu faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, kewibawaan, dan 
kekuasaan. Sedangkan faktor penghambat meliputi kondisi penduduk, 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kepala Desa 
Dalam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung Kecamatan 
Godean Kabupaten Sleman peneliti mengambil kesimpulan.  
1. Peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung 
ada 2 yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Peranan 
kepala desa Sidoagung dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut: 
1) Peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat  
2) Peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara 
partisipasif 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam 
pemberdayaaan masyarakat di desa Sidoagung ada 2 yaitu faktor 
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, 
kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat meliputi kondisi 
penduduk, partisipasi penduduk, dan peralatan atau fasilitas. 
B. Saran  
1. Peningkatan peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus 
lebih dioptimalkan lagi, agar program pemberdayaan masyarakat yang ada 
di desa Sidoagung semakin berkembang dan agar warga masyarakat desa 
lebih berdaya dalam tatanan sosial, politik, dan ekonomi.  
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2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai obyek dan 
pelaku dalam pemberdayaan masyarakat, tetapi juga melibatkan 
masyarakat dalam menentukan dan membuat program pemberdayaan 
masyarakat.  
3. Selain penyuluhan dan pelatihan bagi warga masyarakat, pelatihan juga 
perlu diadakan bagi aparat desa guna meningkatkan SDM dan memberikan 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 
Pedoman Observasi Penelitian 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman 
No Aspek Deskripsi 
1 Identifikasi keberadaan Desa Sidoagung 
a. Letak geografis 
b. Sejarah Berdiri 
c. Tujuan, Visi, Misi 
d. Struktur Pemerintah Desa 
 
2 Fasilitas : 




3 Sumber Daya Manusia: 
a. Keadaan Perangkat Desa 
 
 
4 Program Kerja: 
a. Program kerja Pemerintah Desa 
b. Pelaksanaan Program 





Lampiran 2. Pedoman Wawancara  
Pedoman Wawancara  
Kepala Desa Sidoagung 
A. Identitas Diri 
1. Nama   :   (Laki-laki/ Perempuan) 
2. Jabatan  : 
3. Usia   : 
4. Agama   : 
5. Pekerjaan  : 
6. Alamat  : 
7. Pendidikan Terakhir : 
B. Identitas Diri Lembaga 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Sidoagung? 
2. Apa visi dan misi Pemerintah Desa Sidoagung? 
C. Pendanaan 
1. Darimana saja sumber pendanaan Pemerintah Desa diperoleh? 
2. Apakah ada pihak lain yang bekerjasama dalam membantu pendanaan 
Pemerintah Desa? 
3. Bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan dana tersebut? 
D. Program Kerja 
1. Apa saja program kerja Pemerintah Desa? 
2. Bagaimana proses perencanaan program kerja Pemerintah Desa? 
3. Bagaimana hasil yang dicapai dengan program yang dijalankan? 
4. Bagaimana peran perangkat desa dalam program pemberdayaan 
masyarakat? 
5. Apakah ada sinergitas dalam pelaksanaan program kerja pemerintah desa 
dengan masyarakat di desa Sidoagung? 
6. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program pemberdayaan 
masyarakat oleh pemerintah desa? 
7. Apa faktor pendukung pelaksanaan program kerja Pemerintah desa? 
8. Apa faktor penghambat pelaksanaan program kerja Pemerintah desa? 
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9. Bagaimana solusi mengatasi faktor penghambat pelaksanaan program 
kerja pemerintah desa? 
E. Peran Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat 
1. Pembinaan terhadap masyarakat 
a. Bagaimana peranan kepala desa dalam proses pembinaan masyarakat? 
b. Bidang kegiatan apa saja yang menjadi target pembinaan masyarakat? 
c. Apa hasil yang diperoleh dari pembinaan masyarakat dari masing-
masing bidang kegiatan pembedayaan masyarakat?  
2. Koordinasi pembangunan 
a. Bagaimana peranan kepala desa dalam proses koordinasi 
pembangunan terhadap masyarakat? 
b. Bagaimana bentuk hubungan dari peranan kepala desa dengan 
masyarakat dalam proses koordinasi pembangunan terhadap 
masyarakat? 
c. Dalam bidang kegiatan apa saja yang menjadi target pelayanan 
terhadap masyarakat selama ini? 
F. Faktor- faktor yang mempengaruhi Peranan Kepala Desa dalam 
memberdayaan masyarakat 
1. Apa saja faktor pendukung dari peran kepala desa dalam memberdayakan 
masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean kabupaten Sleman?  
2. Apa saja faktor penghambat dari peran kepala desa dalam memberdayakan 
masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean kabupaten Sleman? 
3. Dampak apa yang diperoleh Pemerintah Desa Sidoagung dari adanya 










Perangkat Desa Sidoagung Kecamatan Godean 
A. Identitas Diri 
1. Nama   :   (Laki-laki/ Perempuan) 
2. Usia   : 
3. Agama   : 
4. Pekerjaan  : 
5. Alamat  : 
6. Pendidikan Terakhir : 
B. Identitas Diri Lembaga 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Sidoagung Kecamatan Godean 
Kabupaten Sleman? 
2. Apa tujuan didirikan Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten 
Sleman? 
3. Dampak apa yang diperoleh perangkat desa dari keberadaan Desa 
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 
C. Program Kerja 
1. Bagaimana peran anggota dalam perencanaan program Pemberdayaan di 
Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 
2. Bagaimana peran perangkat desa dalam pelaksanaan program 
pemberdayaan di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 
3. Apakah anggota antusias mengikuti kegiatan pemberdayaan di Desa 
Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman? 
4. Dampak apa yang diperoleh perangkat desa dari pelaksanaan program 
kerja pemberdayaan masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean 
Kabupaten Sleman? 
D. Peran Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat 
1. Pembinaan terhadap masyarakat 
a. Bagaimana peranan kepala desa dalam proses pembinaan masyarakat? 
b. Bidang kegiatan apa saja yang menjadi target pembinaan masyarakat? 
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c. Apa hasil yang diperoleh dari pembinaan masyarakat dari masing-
masing bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat?  
2. Koordinasi pembangunan 
a. Bagaimana peranan kepala desa dalam proses koordinasi 
pembangunan terhadap masyarakat? 
b. Bagaimana bentuk hubungan dari peranan kepala desa dengan 
masyarakat dalam proses koordinasi pembangunan terhadap 
masyarakat? 
c. Dalam bidang kegiatan apa saja yang menjadi target pelayanan 
terhadap masyarakat selama ini? 
E. Faktor- faktor yang mempengaruhi Peranan Kepala Desa dalam 
memberdayaan masyarakat 
1. Apa saja faktor pendukung dari peran kepala desa dalam 
memberdayakan masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean 
kabupaten Sleman?  
2. Apa saja faktor penghambat dari peran kepala desa dalam 
memberdayakan masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean 
kabupaten Sleman? 
3. Dampak apa yang diperoleh Pemerintah Desa Sidoagung dari adanya 














 Pemimpin atau Tokoh  Masyarakat di Desa Sidoagung 
A. Identitas Diri 
1. Nama   :   (Laki-laki/ Perempuan) 
2. Usia   : 
3. Agama   : 
4. Pekerjaan  : 
5. Alamat  : 
6. Pendidikan Terakhir : 
B. Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat 
1. Bagaimana keterlibatan kepala desa terhadap program pemberdayaan 
masyarakat? 
2. Dampak apa yang diperoleh masyarakat dengan adanya pemberdayaan 
masyarakat? 
C. Program Kerja 
1. Bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap perencanaan program 
pemberdayaan masyarakat? 
2. Bagaimana peran tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan program 
Pemberdayaan? 
3. Apa saja faktor pendukung dari peran tokoh masyarakat dalam 
pemberdayaan masyarakat? 
4. Apa saja faktor penghambat dari peran tokoh masyarakat dalam 
pemberdayaan masyarakat? 
5. Bagaimana solusi mengatasi faktor penghambat peran tokoh masyarakat 
dalam pemberdayaan masyarakat? 
C. Peran Kepala desa dalam memberdayakan masyarakat 
1. Pembinaan terhadap masyarakat 
a. Bagaimana peranan kepala desa dalam proses pembinaan masyarakat? 
b. Bidang kegiatan apa saja yang menjadi target pembinaan masyarakat? 
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c. Apa hasil yang diperoleh dari pembinaan masyarakat dari masing-
masing bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat?  
2. Koordinasi pembangunan 
a. Bagaimana peranan kepala desa dalam proses koordinasi 
pembangunan terhadap masyarakat? 
b. Bagaimana bentuk hubungan dari peranan kepala desa dengan 
masyarakat dalam proses koordinasi pembangunan terhadap 
masyarakat? 
c. Dalam bidang kegiatan apa saja yang menjadi target pelayanan 
terhadap masyarakat selama ini? 
D. Faktor- faktor yang mempengaruhi Peranan Kepala Desa dalam 
memberdayaan masyarakat 
1. Apa saja faktor pendukung dari peran kepala desa dalam 
memberdayakan masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean 
kabupaten Sleman?  
2. Apa saja faktor penghambat dari peran kepala desa dalam 
memberdayakan masyarakat di desa Sidoagung kecamatan Godean 
kabupaten Sleman? 
3. Dampak apa yang diperoleh Pemerintah Desa Sidoagung dari adanya 











Lampiran 3 :Pedoman Dokumentasi 
Pedoman Dokumentasi 
 
A. Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Melalui Arsip 
Tertulis 
1. Sejarah berdirinya Desa Sidoagung 
2. Visi , Misi dan Tujuan 
3. Data Kepala Desa dan Perangkat desa Sidoagung 
4. Program Kerja Desa Sidoagung 
5. Struktur Pemerintah Desa 
B. Foto 
1. Gedung Kesekretariatan 
2. Fasilitas, sarana dan prasarana Desa 
3. Pelaksanaan Program Kerja Desa 
C. Di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Melalui Arsip 
Tertulis 
1. Sejarah berdirinya Desa Sidoagung 
2. Visi , Misi dan Tujuan 
3. Data Kepala Desa dan Perangkat desa Sidoagung 
4. Program Kerja Desa Sidoagung 










Lampiran 4 : Daftar Informan 
DAFTAR INFORMAN DI DESA SIDOAGUNG KECAMATAN GODEAN 
KABUPATEN SLEMAN 
 
No Nama Umur Pekerjaan 
1. E U 
 
50 Tahun Kepala Desa  
Sidoagung 
2. R R 
 
42 Tahun Kabag. 
Kemasyarakatan 
3 W 50 Tahun Kabag. 
Umum 
4 ST 56 Tahun Tokoh 
Masyarakat 
5 U S  Ketua BPD 
 
6 M S 
 
51 Tahun Tokoh Agama 
7 T S 57 Tahun Tokoh  
Masyarakat 
8 S R 
 
53 Tahun Ketua PKK 
9 S S  Kepala Dusun  
Gentingan 
10 SJ 49 Tahun Ketua Gapoktan 
 
11 SG  Masyarakat  
 









Ketigabelas Informan tersebut adalah informasi kunci dalam memberikan data 






Lampiran 5 : Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN 
 
Observasi : I 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 5 Maret 2015  
Tempat : Kantor Desa Sidoagung 
Waktu  : 08.00- 10.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Kepala Desa dan Pengambilan Data Penelitian 
 
Pukul 08.00 peneliti datang ke kantor Desa Sidoagung untuk bersilahturahmi 
dengan segenap perangkat desa. Selanjutnya memberitahukn ijin penelitian 
kepada Kepala Desa Sidoagung yaitu Bapak Edy Utomo dan sekaligus 
mewancarai beliau terkait peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat 
selama menjabat dan memohon ijin untuk mngambil data terkait desa sidoagung, 
dan beliau sangat mendukung peneliti dikarenakan akan membantu pemerintah 
desa terkait program yang akan datang. Setelah peneliti merasa cukup dengan 














Observasi : II 
Hari/ Tanggal : Jum’at/ 6 Maret 2015 
Tempat : Kantor Desa Sidoagung 
Waktu  : 08.00- 10.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Kabag. Umum dan Pengambilan Data Penelitian 
  
Pukul 08.00 peneliti datang ke kantor Desa Sidoagung untuk bertemu dengan 
kepala bagian Pelayanan Umum yaitu Bapak Waris terkait data desa sidoagung 
yang diminta oleh peneliti. Beliau sangat terbuka dalam memberikan data yang 
dibutuhkan oleh peneliti. Setelah pengambilan data dianggap cukup, peneliti 
melanjutkan wawancara terkait peranan kepala desa Sidoagung dan program 
pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung apakah sudah sesuai dengan 
program dan kebutuhan masyarakat. Wawancara berjalan dengan lancer hingga 
tak terasa jam kerja perangkat desa yaitu jam 09.00 tiba untuk melayani 
masyarakat. Agar tidak mengganggu kinerja perangkat desa dan proses pelayanan 














Observasi : III 
Hari/ Tanggal : Senin/ 9 Maret 2015 
Tempat : Kantor Desa Sidoagung 
Waktu  : 09.00- 12.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Kabag. Kemasyarakatan dan Ketua PKK  
 
Pukul 09.00 peneliti datang ke kantor Desa Sidoagung untuk mewancarai Kepala 
Bagian Kemasyarakatan yaitu Ibu Ririn Rifantona, ternyata pada hari ini 
bersamaan dengan rapat PKK desa yang dilaksanakan dib alai desa,sehingga 
peneliti menunggu sampai rapat selesai. Setelah rapat selesai, peneliti segera 
mewancarai beliau disaat jam istirahat. Disaat yang bersamaan juga ada pengurus 
dari Pkk sehingga berinisiatif untuk mewancarai pengurus PKK yaitu Ibu Sri 
Rahayu. Setelah berbincang-bincang dan proses wawancara dirasa cukup peneliti 















Observasi : IV 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 12 Maret 2015 
Tempat : Kantor Desa Sidoagung 
Waktu  : 12.00-13.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Ketua BPD   
 
Waktu menunjukan 11.00 peneliti datang ke kantor Desa Sidoagung untuk 
mewancarai Kepala Bagian Keungan yaitu Bapak Drs. H. Umar Suwito, ternyata 
perangkat desa sedang menyiapkan bahan untuk pelaporan pertanggungjawaban 
program desa. 
Biarpun Sibuk, Beliau masih meluangkan waktu untuk wawancara dengan peneliti 
terkait program dan pendaan serta peranan kepala desa dalam mengelola 
keuangan desa Sidoagung. Beliau sangat terbuka dengan pentanyaan dari peneliti 
sehingga pengelolaan dana yang selama ini digunakan sangat transaparan. Merasa 
cukup dengan hasil wawancara dan data yang di dapat, peneliti berpamitan untuk 












Observasi : V 
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 14 Maret 2015 
Tempat : Rumah Tokoh Masyarakat 
Waktu  : 16.00-17.00 wib dan 19.30- 08.00 wib  
Kegiatan : Mewawancarai Ibu Sutinah selaku tokoh masyarakat dan Bapak   
Sri Suhardi B.A, Selaku Kadus   
 
Waktu menunjukan 16.00 peneliti datang ke salah satu rumah tokoh masyarakat 
yaitu ibu Sutinah untuk mengambil data dan wawancara terkait peran kepala desa 
Sidoagung. Beliau banyak memberikan komentar dari program yang dilakukan 
desa serta mewakili berbagai kesan dan pesan dari masyarakat tentang peranan 
pemerintah desa yang menjabat sekarang. Menjelang malam peneliti berpamitan 
di karenakan beliau yang peneliti wawancarai juga baru pulang dari bekerja. 
Dilanjutkan setelah bada isya peneliti mendatangi rumah kepala padukuhan 
gentingan yaitu bapak Sri Suhardi, BA, untuk mengadakan wawancara terkait 
peranan kepala desa sidoagung, setelah data dan wawancara dianggap cukup 














Observasi : VI 
Hari/ Tanggal : Kamis/ 19 Maret 2015  
Tempat : Rumah Tokoh Masyarakat 
Waktu  : 19.30-20.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Bapak H. Muh. Samian selaku tokoh Agama   
 
Sehabis sholat isya peneliti mendatangi salah satu tokoh agama yaitu Bapak H. 
Muh. Samian. Dalam waktu yang cukup singkat meneliti berwawancara dengan 
beliau tentang Agama serta peran dari kepala desa Sidoagung terkait program 
keagamaan. Komunikasi sangat bersahabat beliau memberikan data yang 
dibutuhkan oleh peneliti dan sangat terbuka, sehingga tak terasa waktu 
menunjukan  pukul 20.00 dikarenakan beliau akan mengisi pengajian ibu-ibu di 
dusun Gentingan. Data yang dirasa sudah banyak mewakili dan agar tidak 

















Observasi : VII 
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 21 Maret 2015 
Tempat : Rumah Tokoh Masyarakat 
Waktu  : 12.00-13.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai  Totok Suwaryanto selaku tokoh masyarakat   
 
Pada malam yang cukup cerah, peneliti mendatangi salah satu tokoh masyarakat 
yaitu Bapak Totok Suwaryanto. Selaku pemerhati Pendidikan dan Guru si salah 
satu sekolah tingkat menengah. Sebelum peneliti mewancarai beliau, agar 
komunikasi berjalan lebih santai, sejenak mengobrol tentang hal- hal pribadi. 
Sampai tiba waktunya berwawancara dengan beliau terkait peranan kepala desa 
dalam program pendidikan. Dengan cukup antusias beliau menjawab pertanyaan- 
pertanyaan dan bercerita tentang progam pendidikan baik formal dan nonformal 
dari jaman dulu dampai sekarang. Bahkan proses wawancara yang dilakukan 
peneliti sampai tak terasa pukul 21.15 wib. Data yang dicari sudah dinggap 
mewakili dan waktu juga sudah sangat larut  Peneliti segera bergegas untuk 












Observasi : VIII 
Hari/ Tanggal : Minggu/ 22 Maret 2015 
Tempat : Rumah Tokoh Masyarakat 
Waktu  : 19.30-20.30 wib 
Kegiatan : Mewawancarai  Bapak Sarjuni selaku ketua Gapoktan   
 
Dengan kesibukan dari bapak Sarjuni peneliti harus menyesuakan waktu bertemu, 
di karenakan dari pagi sampai sore beliau sibuk dengan bidang pertanian. Waktu 
menunjukan 19.30 peneliti mendatangi rumah bapak Sarjuni, dengan sangat 
terbuka beliau melayani setiap pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan 
antusias dan terbuka. Pengalaman dan kegiatan yang dilakukan oelh beliau selain 
dilakukan secara pribadi juga atas bantuan dari pemerintah desa sidoagung. Beliau 
juga banyak memberikan masukan dan saran untuk nantinya mampu 
ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Karena peneliti merasa sudah cukup dengan 













Observasi : IX 
Hari/ Tanggal : Minggu/ 29 Maret 2015 
Tempat : Rumah warga di desa Sidoagung 
Waktu  : 20.00-20.30 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Bapak Sugiyanto selaku Masyarakat 
 
Setelah janijian sebelumnya, peneliti mendatangi salah satu warga yaitu bapak 
Sugiyanto. Dalam hal ini peneliti banyak berkomunikasi terkait program yang 
berjalan di masyarakat dengan kepala desa yang baru, beliau saat berantusian 
dalam bercerita, dalam hal ini peneliti mewancarai terkait peran kepala desa dan 
tanggapan masyarakat terkait program yang dilaksanakan desa Sidoagung. Setelah 
wawancara dianggap cukup, peneliti sambil membantu persiapan pelaksanaan 
kegiatan dib alai desa terkait pengembangan potensi daerah yaitu pengembangan 
wisata pasar belut. Dan pukul 21.00 peneliti berpamitan untuk pulang untuk 












Observasi : X 
Hari/ Tanggal : Minggu/ 5 April 2015 
Tempat : Sawah dan kolam ikan di Desa Sidoagung 
Waktu  : 16.00- 17.30 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Abdullah selaku masyarakat 
 
Sebelum mengadakan wawancara, peneliti memberikan informasi kepada nara 
sumber terlebih dahulu yaitu sdr. Abdullah. Dalam hal ini berbeda dengan 
wawancara sebelumnya, pada saat itu beliau sedang memanen pagi dan member 
makan ikan, diwaktu senggangnya beliau baru bisa diajak berwawancara santai 
sambil menikmati suasana sore di sawah, dikarenakan nara sumber umurnya 
sebaya dengan peneliti dan malu kalau diajak ngobrol secara formal, dalam hal ini 
memudahkan berkomunikasi dalam hal pengambilan data terkait peranan kepala 
desa yang menyetuh aspek ekonomi dan kepemudaan. Tak terasa waktu sudah 
beranjak magrib peneliti dan rasa sumber pulang dan sampai jalan saling 











Observasi : XI 
Hari/ Tanggal : Sabtu/ 18 April 2015 
Tempat : Sekretariat Karang Taruna Agung Desa Sidoagung 
Waktu  : 20.00-22.00 wib 
Kegiatan : Mewawancarai Sdr. Sigit S selaku Ketua Karang Taruna Desa   
 
Waktu sudah menunjukan pukul 20.00 wib peneliti datang ke sekretariat karang 
taruna di komplek balai desa sidoagung. Ternyata di sana sangat ramai dikarenaka 
ada agenda kegiatan dari desa, yang dilaksanakan oleh karan taruna dan bekerja 
sama dengaan KKN UNY. Peneliti akhirnya bertemu dengan ketua karang taruna 
yang saat itu sedang memimpin rapat. Beliau meluangkan waktu untuk 
berwawancara dengan peneliti terkait peranan kepala desa dalam perdayaan 
masyarakat khususnya bagi kalangan pemuda. Beliau bahkan banyak memberikan 
wawasan terkait kepemudaan sehingga mampu memberikan motivasi. Setelah 
wawancara dianggap cukup, peneliti sambil membantu persiapan pelaksanaan 
kegiatan dib alai desa terkait pengembangan potensi daerah yaitu pengembangan 
wisata pasar belut. Dan pukul 22.00 peneliti berpamitan untuk pulang untuk 







Lampiran 6. Analisis Data 
 
ANALISIS DATA 
(Display, Reduksi, dan Kesimpulan) Hasil Wawancara 
Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sidoagung 
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman 
 
Apa Program Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di desa Sidoagung? 
 
EU : “Program pemberdayaan masyarakat yang ada di desa ini meliputi 
pembangunan fisik seperti perbaikan talut/ irigasi persawahan, 
jalan-jalan kampung. Sedangkan program pemberdayaan yang 
bersifat non-fisik antara lain pembinaan generasi muda, perbaikan 
gizi ibu hamil dan balita” 
SR : “ Ada beberapa program yang ada dimasyarakat, tapi yang lebih 
sering berjalan yaitu pembangunan jalan, drinese, dsb. Ada juga 
yang berupa kewirausahaan, dan posyandu di dusun dusun” 
 
RR : “Kalau program banyak mas, itu sudah ada di dalam rancangan 
program desa, selama ini yang sudah terlaksana lebih 
kepembangunan fisik berupa perbaikan infrastruktur umum, 
pembinaan generasi muda dan pkk di karenakan Kepala Desa baru 
saja di ganti” 
  
S : “Saya mengajukan modal untuk mengelola agen LPG di desa 
Sidoagung yang nantinya dikelola oleh Karang Taruna. Sehingga 
nantinya dapat memberikan penghasilan bagi anggota dan 
organisasi. Saat ini Karang Taruna sudah memiliki kurang lebih 40 
tabung gas ukuran 3 kg, yang hasil labanya dibagi untuk yang 
mengurusi dan kas organisasi”. 
A : “Saya sangat bersyukur mendapat pinjaman modal. Karena 
bunganya sangat rendah. Waktu itu saya sangat butuh modal untuk 
membeli bibit ikan bawal, karena saat itu saya sama sekali tidak 
punya modal sedangkan sawah dan kolam sudah ada. Makanya 
saya mengajukan pinjaman ke kelompok dengan cara mencicil 
pembayarannya”. 
 
Kesimpulan : Ada 2 program pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung yaitu 
Pembangunan Fisik dan Pembangunan Non Fisik Pembangunan fisik desa 
yakni pembangunan dalam prasarana produksi yaitu pembangunan saluran 
irigasi ,pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan drainage dan 
gorong- gorong, pembangunan talud jalan, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 
dan jembatan, rehabilitasi/ pemeliharaan drainage dan gorong-gorong, 
rehabilitasi/ pemeliharaan talid jalan. Pendananya berasal dari alokasi dana 
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desa. Sedangkan pembangunan non fisik peneliti fokuskan pada dua 
program pemberdayaan masyarakat, yakni pembinaan generasi muda dan 
perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Pembinaan generasi muda dilakukan 
kepala desa melalui dua aspek yakni aspek keagamaan dan aspek ekonomi. 
 
Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di desa 
Sidoagung? 
 
 EU : “Hampir sebahagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian 
utamanya adalah petani. Dan sebahagian lagi sebagai buruh 
bangunan sebagai mata pencaharian sampingan. Karena jika 
mengharapkan dari hasil pertanian saja tidak cukup karena 
rendahnya harga jual beras di pasaran. Sedangkan ekonomi 
semakin sulit. Sedangkan remaja di sini rata-rata tingkat 
pendidikannya hanya sampai SMP saja. Walaupun Pemerintah 
Kabupaten Sleman sudah menerapkan pendidikan gratis namun 
kesadaran penduduk khususnya pemuda  akan pentingnya 
pendidikan masih kurang. Pembangunan kan bukan hanya fisik 
saja. Tapi pembangunan non fisik juga sangat penting yang di sini 
saya maksudkan contohnya saya selalu melakukan dialog terbuka 
dengan pemuda-pemuda di desa ini. Selalu adakan acara kumpul-
kumpul, menasehati pemuda di sini untuk tidak minum-minum, 
tidak berjudi, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan 
senantiasa menjaga keamanan dan perdamaian di desa ini. Di desa 
ini juga ada salah satu program pemberdayaan masyarakat yang 
namanya simpan-pinjam yang berasal dari PNPM berkerjasama 
dengan PKK Pemberian pinjaman modal kepada warga di desa ini 
dengan bunga yang sangat kecil, bantuan dari PNPM, dengan cara 
perkelompok. Pembinaan generasi muda di sini dilakukan dengan 
cara lebih mendekatkan pada sisi keagamaan dimulai sejak dini”. 
SG : “Saya sangat senang memiliki kepala desa seperti Pak Edy, beliau 
sangat ramah dan perhatian terhadap warganya. Beliau juga selalu 
membantu masyarakat tanpa mengharapkan imbalan, bahkan 
beliau tak pernah membeda-bedakan warganya. Beliau selalu 
mengajak masyarakat di desa ini untuk berdiskusi. Beliau juga 
dekat dengan warganya, apalagi pemuda-pemuda desa. Beliau 
selalu memberikan nasehat dan mengajak masyarakat di desa ini 
untuk selalu shalat berjamaah di mesjid-mesjid”. 
 
 SS : “Saya sangat senang bekerjasama dengan seorang kepala desa yang 
benar-benar dapat memberikan panutan, pelayanan sekaligus 
mengayomi masyarakatnya. Beliau tak pernah segan-segan 
membantu masyarakatnya. Bahkan Pak Kades sering turun 
langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pembangunan fisik yang ada di desa ini”. 
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US : “BPD selaku pengawas dan penampung aspirasi warga desa dalam 
pengelolaan perekonomian desa. Penyusunan APB desa didasarkan 
pada partisipasi masyarakat. Penggunaan ADD juga telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana, 30% 
dialokasikan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD 
sedangkan 70% digunakan untuk kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. BPD juga menjalankan fungsinya dalam mengawasi 
pengelolaan ADD, dimana kepala desa selalu melaporkan kondisi 
keuangan desa”. 
 
MS : “Kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah desa Sidoagung untuk 
melakukan kegiatan pembersihan secara bergotong-royong di 
tempat ibadah setiap dua minggu sekali merupakan bentuk 
kepedulian yang ditanamkan untuk memupuk semangat tali 
silaturrahim dengan sesama warga, dan pengajian yang rutin, 
disertai dengan ceramah agama biasanya banyak dihadiri oleh 
anak-anak muda, ibu-ibu, dan lansia. Mungkin tujuan dari 
pemerintah desa adalah menanamkan pemahaman agama sejak dini 
kepada generasi muda”  
 
TS : “Kepedulian pemerintah desa dalam mengembangkan sumber daya 
manusia terutama dalam bidang pendidikan sangatlah besar 
terbukti dengan dibangunnya sarana belajar yang peruntukannya 
bukan hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk orang dewasa yang 
ingin menambah wawasannya. Kerjasama dengan dinas pendidikan 
sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat” 
 
SR : “Kesehatan ibu hamil sangatlah penting. Gizi ibu hamil perlu 
diperhatikan agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga sejak masih 
dalam kandungan. Hal ini guna menekan angka kematian ibu dan 
anak, juga agar anak lahir dalam keadaan sempurna, tidak cacat 
dan mengalami gangguan kesehatan. Oleh karena itu pemberian 
gizi dan nutrisi pada anak sangat perlu diperhatikan sejak anak 
dalam kandungan”. 
 
Kesimpulan : Dalam perannya kepala desa Sidoagung dapat dilihat dari 
berbagai indikator yaitu: a. Peranan kepala desa dalam pembinaan 
masyarakat. Pembinaan kehidupan masyarakat desa dilakukan oleh kepala 
desa melalui nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yang sudah dianut 
oleh masyarakat desa sejak dulu, yakni menumbuhkan kembali semangat 
gotong royong. Sedangkan kepala desa menggunakan konsep kesadaran 
dan kemauan dari masyarakat sendiri. Kegiatan sehari-hari dilakukan 
dengan cara bergotong royong, baik itu dalam membersihkan desa, 
maupun kegiatan lainya. Pembinaan juga dilakukan melalui pendekatan 
keagamaan dengan merayakan hari-hari besar keagamaan, Selain kegiatan 
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pembinaan kehidupan juga dilakukan oleh kepala desa melalui kegiatan 
non formal seperti melakukan dialog terbuka kepada warganya, 
Pembinaan perekonomian desa dilakukan oleh kepala desa lebih 
bersifat pada pengelolaan keuangan desa dengan seefisien mungkin. 
Pembinaan perekonomian desa juga dilakukan dengan memanfaatkan dan 
menglola potensi yang dimiliki oleh Desa Sidoagung selain dengan 
mengembangkan potensi pertanian dan perikanan. Kepala desa juga 
membuka peluang swasta dalam mengembangkan potensi desa guna 
meningkatkan perekonomian desa.  
b. Peranan kepala desa dalam koordinasi pembangunan. 
  Kepala desa sendiri selalu mengajak warga masyarakatnya 
berdiskusi baik itu secara formal maupun non formal. Hampir setiap 
kegiatan pembangunan dan dalam mengambil suatu keputusan oleh kepala 
desa dilaksanakan melalui musyawarah. Efektifnya suatu kebijakan dalam 
upaya meningkatkan pembangunan Desa tidak terlepas dari dukungan atau 
partisipasi masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan peraturan yang 
ada. Peraturan dalam hal ini pada dasarnya bertujuan bagi 2 (dua) aspek 
yakni bagi pemerintah Desa dan bagi masyarakat itu sendiri.  
 
Bagaimana tanggapan masyarakat dan pemerintah desa terkait Peranan Kepala 
desa Sidoagung dalam pemberdayaan masyarakat?  
 
SJ : “Saya sering ikut penyuluhan pertanian yang diadakan oleh dinas 
pertanian dan holtikultura. Penyuluhan menambah pengetahuan 
saya dalam mengelolah pertanian dalam memberantas hama dan 
pengetahuan tentang teknologi pertanian. Pengetahuan yang saya 
dapatkan lalu saya bagikan dengan anggota kelompok tani yang 
lain dan warga desa”. 
SS : “Saya sangat senang bekerjasama dengan seorang kepala desa yang 
benar-benar dapat memberikan panutan, pelayanan sekaligus 
mengayomi masyarakatnya. Beliau tak pernah segan-segan 
membantu masyarakatnya. Bahkan Pak Kades sering turun 
langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
pembangunan fisik yang ada di desa ini”. 
ST  : “Masyarakat di desa ini sangat antusias menyambut setiap ada 
kegiatan yang dapat memberdayakan potensi yang ada di daerah 
kami. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang 
dilakukan oleh kepala desa untuk merangkul tokoh-tokoh 
masyarakat dalam menggerakkan mereka karena maju tidaknya 
pembangunan di desa kami sangat bergantung kepada 
kepemimpinan pemerintah desa atau kepala desa”  
 
TS : “Hampir setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini selalu 
bergotong royong. Salah satu contohnya saat membangun saluran 
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irigasi tersier, para warga saling bergotong royong karena warga di 
sini juga kebanyakan adalah buruh bangunan, sehingga tidak perlu 
lagi membayar buruh untuk mengerjakan pembangunan di desa ini, 
kebanyakan pembangunan di desa ini semuanya dilakukan dengan 
bergotong-royong sehingga menghemat pengeluaran”. 
 
Kesimpulan : Masyarakat antusias dalam setiap kegiatan, dalam hal ini kepala desa 
sidoagung lebih menekankan semangat gotong kepada warganya. Kepala 
desa juga sangat berperan penting dalam kemajuan pemberdayaan 
masyarakat, selain itu kepala desa juga merangkul para tokoh masyarakat 
sehingga proses koordinasi dapat berjalan dengan baik dalam setiap 
kegiatan yang dilaksanakan. 
 
 
Bagaimana Solusi pemecahan masalah dalam pemberdayaan masyarakat di Desa 
Sidoagung? 
 
SJ  :“Hasil panen gagal tidak bisa sepenuhnya disebabkan karena 
kesalahan petani, tetapi pemerintah desa harus juga bertanggung 
jawab terhadap kegagalan panen karena kurangnya perhatian untuk 
memberikan jalan keluar bagaimana mengatasi panen yang gagal, 
karena itu dengan adanya upaya pemerintah desa untuk 
menghubungi dinas pertanian agar rutin memberikan penyuluhan 
dan informasi tentang tata cara bertani yang benar dan sebagainya 
dianggap sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami”. 
 
EU  :“Sebagai bentuk kepedulian  kami akan berbagai permasalahan 
yang terjadi pada warga, kami menyediakan kotak saran untuk 
menampung berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat yang 
mungkin malu atau enggan menyampaikan secara langsung 
berbagai kendala yang dihadapi. Meskipun demikian dalam 
berbagai kesempatan ketika ada rembug desa, saya selaku yang 
dipercayakan memimpin mereka menyampaikan bahwa semua 
saran dan aspirasi jika bernilai positif akan ditampung dan 
ditindaklanjuti sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan 
anggaran yang tersedia”. 
S  :“Sebagai ketua karang taruna di Desa Sidoagung, kami 
menganggap pelayanan pemerintah desa belumlah maksimal 
meskipun sebahagian besar masyarakat menganggap pemerintah 
desa telah berbuat yang terbaik untuk warganya. Pemerintah Desa 
terkadang masih diatur oleh pemerintah diatasnya untuk melakukan 
berbagai perbaikan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, 
padahal kami menginginkan perbaikan sarana dan prasarana 
khususnya untuk kepentingan para pemuda yang didahulukan,tapi 
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kami menyadari dan paham akan kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah desa...” 
W  : “Sebenarnya tidak ada istilah memilah-milah bentuk pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat, apalagi tidak ditanggapi namun 
realisasi yang diharapkan dari pemerintah diatas kami belum 
menyetujui, jadi semuanya harus menunggu sesuai dengan 
prosedur yang berlaku. Kalaupun ada perlakuan dari aparatur desa 
yang dianggap diskriminatif atau membeda-bedakan pelayanan itu 
disebabkan karena terbatasnya staf Pemerintah Desa, sehingga 
kadang kurang memperhatikan masyarakat yang datang yang 
meminta pelayanan” 
Kesimpulan: Dalam menangani setiap permasalahan yang ada di desa sidoagung 
sering sekali turun langsung kelapangan sehingga mampu mengajak 
musyawarah dan pendengan saran serta masukan dari masyarakat, dan 
kepala desa juga menyediakan kotak saran untuk aspirasi dari masyarakat, 
beliau juga memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya di 
kantor tetapi di rumah jikalau benar-benar dibutuhkan. Dalam hal 
kebijakan kepala desa juga adil sehingga tidak memilah-milah dalam 
memberikan pelayanananya kepada masyarakat dan tetap menggunakan 
alur birokrasi dan peraturan yang berlaku. 
 
 
Apakah faktor pendukung dan penghambat peranan kepala desa dalam 
pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung? 
 
SS : “Dalam memilih seorang pemimpin desa saya dan sebahagian besar 
masyarakat sangat memperhatikan keturunannya. Karena walaupun 
seseorang yang mau menjadi kepala desa tersebut memiliki 
pendidikan yang tinggi, namun dari segi keturunan dia tidak punya 
darah biru dan hanya warga biasa maka saya tidak akan 
memilihnya karena saya tidak mau dipimpin oleh seorang kepala 
desa yang tidak jelas asal-usulnya, beda dengan Pak Edy, beliau 
adalah Keturunan keluarga yang dulu pernah jadi Lurah dan 
seorang pemuka agama. Selain itu juga pilihan dari masyarakat jadi 
sepantasnya beliau menjadi pemimpin desa ini” 
ST  : “Kepala desa itu seorang pemimpin yang dikenal dekat dengan 
rakyatnya. Dia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang ramah 
dan peduli terhadap masyarakatnya, dekat dengan pemuda-pemuda 
desa. tapi kedekatan dan keakraban dengan masyarakatnya tidak 
berarti beliau kehilangan wibawa. Pak Lurah adalah tipe orang 
yang pandai bergaul dan pandai menempatkan diri. Walau dia 
adalah seorang pemimpin di desa ini, tapi saat berbicara dengan 
orang yang lebih tua darinya beliau sangat sopan dan santun dalam 
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berbicara, jadi tak heran jika beliau sangat disukai oleh 
masyarakat”. 
RR : “Saya sangat senang bekerja sama dengan kepala desa, Bapak adalah 
sosok pemimpin yang baik dan menurut saya, bisa dikatakan 
berwibawa, karena dekat dengan masyarakatnya, dan mengikuti 
norma-norma yang ada khususnya dalam memimpin warga dan 
aparatnya. Beliau juga cerdas dan bijaksana dalam memimpin. Itu 
dapat terlihat jelas saat ia memimpin rapat, meski bisa dikatakan 
beliau masih muda tapi pendapat dan nasehat beliau didengarkan 
oleh semua masyarakat baik itu yang tua maupun pemuda”. 
W : “Kondisi penduduk desa yang beraneka ragam pada awalnya cukup 
menyulitkan beliau dalam menjalankan tugasnya apalagi pada saat 
itu kondisi penduduk masih terdapat sekat-sekat setelah pilkades 
tetapi dengan seiring waktu hal ini dapat beliau atasi dengan cara 
selalu mengajak masyarakat desa berdialog dan kepedulian yang 
tinggi tanpa membeda-bedakan warganya”. 
 
EU : “Salah satu kendala yang saya hadapi dalam pemberdayaan 
masyarakat adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Padahal 
pemberdayaan kan pelaku dan tujuannya untuk masyarakat sehinga 
menjadi tantangan sendiri buat saya. Namun saya berusaha keras 
dengan mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga masyarakat 
tertarik dan mau ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan 
masyarakat. Melalui bincang-bincang dan selalu ikut serta dalam 
kegiatan masyarakat. Saya mengajak masyarakat untuk ikut aktif 
dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik tingkat 
kecamatan maupun tingkat kabupaten. Karena kelancaran proses 
pemberdayaan akan berjalan jika masyarakat ikut turut aktif dari 
mulai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi”. 
 
S : “Dalam pemberdayaan masyarakat, fasilitas sangat dibutuhkan 
untuk menunjang terselenggaranya kegiatan desa dengan baik, 
contohnya saja saat ada penyuluhan pertanian yang diberikan oleh 
dinas pertanian daerah, warga kurang tertarik dan paham karena 
penyampaian hanya seperti orang berpidato. Sehingga warga desa 
kurang tertarik dan memahami. Beda jika menggunakan fasilitas 
seperti laptop karena bisa langsung dilihat materinya dan bisa 
ditampilkan jenis-jenis hama dan cara pengolahan sawahnya. Jadi 




Kesimpulan : Faktor pendukungnya yaitu kewibaan seorang kepala desa, memiliki 
kekuatan, legalitas dan otoritas yang memberikannya wewenang guna 
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mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan 
pembangunan, Keturunan, Masyarakat di Desa Sidoagung sendiri masih 
menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang sifatnya turun temurun 
yang ada dalam masyarakat yang bersifat dan bermanfaat bagi masyarakat 
sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya ialah Kondisi penduduk yang 
beraneka ragam, partisipasi penduduk dalam kegiatan, fasilitas atau 










































   
 
 
Gambar 4: Struktur Personalia Tim Penggerak PKK Desa Sidoagung 
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